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ABSTRAK

Nama : Marina Yulia Herina Manurung 
Program Studi: Hukum Ekonomi

: Keterbukaan Data Nasabah Bank Untuk Kepentingan PerpajakanJudul

Tesis ini membahas data-data nasabah bank yang wajib dibuka untuk kepentingan 
perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
dasar hukum, sanksi terhadap pihak yang melanggar, tanggung jawab bank 
terhadap nasabah, dan ketentuan rahasaia bank untuk mendukung akses informasi 
untuk perpajakan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan 
keterbukaan data nasabah yang termasuk dalam rahasia bank untuk kepentingan 
perpajakan yang dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif yaitu dititikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan 
untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum 
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Kata kunci:
Data nasabah, kewajiban pajak, rahasia bank
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ABSTRAK

Name : Marina Yulia Herina Manurung 
Study Program: Economic Law

: Disclosure of Bank Customer’s Information for Tax PurposesTitle

The focus of this study is compulsory information of bank customer for tax 
purposes prevailing laws and regulations, sanction for breach party, bank liability 
to customer, and bank secretion regulation for supporting tax information. This 
research is qualitative descriptive interpretive. The approach of this study is 
yuridis normative, focus on study document for studying collected secondary data, 
such as legal material in relation to indentified issues.

Key words:
Bank customer’s information, tax obligation, bank secretion
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perpajakan suatu negara merupakan refleksi dari kehidupan sosial, 
ekonomi, dan kebijakan publik (public policy) yang telah ditetapkan oleh 

pemenntah dalam bentuk undang-undang yang menentukan tindakan-tindakan
(course of action) yang harus dilaksanakan. Undang-undang 

berbagai keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh instansi terkait. Hal ini berarti
tercermin dalam

bahwa undang-undang perpajakan serta administrasi perpajakan1 pun harus 

disesuaikan dengan perubahan kebijakan publik dalam pemerintahan.
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan 

pajak diantaranya menyesuaikan berbagai peraturan bidang perpajakan, sosialisasi 
pajak terhadap masyarakat luas, mempermudah akses informasi perpajakan dan 

pembayaran pajak melaui sistem online (modemisasi perpajakan2). Upaya tersulit 
adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu 

upaya yang diharapkan akan membawa perubahan besar dalam sistem perpajakan 

adalah perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

1 Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, dukungan administrasi perpajakan penting dan 
memainkan peran vital dalam keberhasilan reformasi perpajakan. Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, 
dan akurat merupakan harapan masyarakat demikian juga perpajakan. Modemisasi administrasi 
perpajakan yang dilakukan pada dasamya meliputi : a. restrukturisasi organisasi; b. penyempumaan 
proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi; c. penyempumaan manajeman 
sumber daya manusia.
7 Sejak awal dekade 2000, “modemisasi” merupakan salah satu kata kunci yang melekat di lingkungan 
Diijen Pajak.Hal ini bertujuan untuk menerapkan “good governance” dan “pelayanan prima” kepada 
masyarakat. Modemisasi perpajakan yang dilakukan meliputi: restrukturisasi organisasi, penyempumaan 
proses bisnis melalui pemanfaatan tehnologi komunikasi dan informasi, dan penyempumaan manajeman 
sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk tercapainya kepatuhan pajak yang tinggi, tercapainya 
tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya angka produktivitas 
pegawai pajak yang tinggi. Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modemisasi perpajakan, melalui 
Kcputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMM.03/2003 dibcntuk “Tim Modemisasi Jangka Mcnengah” 
yang tugas pokoknya adalah: 1. Memodemisasi kelembagaan, 2. Memodemisasi peraturan dengan 
penyederhanaan prosedur, 3. Memeodemisasi tehnologi informasi yang mempermudah wajib pajak.
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Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dikatakan membawa perubahan besar karena ada 

sebelumnya tidak diatur dalam UU KUP lama kemudian dituangkan 

KUP baru. Beberapa pasal yang signifikan akan membawa perubahan adalah 

mengenai sanksi baik itu sanksi administrasi kealpaan, sanksi atas pelaporan Faktur 

Pajak (FP) yang tidak sesuai, sanksi pidana karena kealpaan dan kesengajaan, dan 

sanksi pelanggaran terhadap undang-undang ini; penyimpanan pembukuan 

elektonik oleh Wajib Pajak; kewenangan tentang pemeriksaan; kewenangan untuk 

mengakses data kepada setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 

ketiga.

beberapa pasal yang 

dalam UU

secara

Target penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2006 secara 

nasional sebesar Rp 362 trilyun atau mengalami peningkatan 20 persen dari 2005 

lalu. Angka tersebut terdiri Rp 325 trilyun dari pajak dan Rp 37 trilyun dari Pajak 

Penghasilan (PPh) Migas. Target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 

2006 mencapai Rp.402,1 triliun. Target penerimaan itu antara lain berasal dari:

Pajak Penghasilan (PPh) Rp. 198,22 triliun
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan

PPnBM) Rp. 126,76 triliun
Pajak Bumi dim Bangunan (PBB) Rp. 15,67 triliun
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.5,06 triliun

penerimaan pajak lainnya Rp.2,76 triliun.
Pendapatan pajak itu sudah termasuk pendapatan cukai Rp.36,1 triliun, bea masuk 

Rp. 17,04 triliun dan pendapatan pungutan eksporRp.398,1 miliar. Total penerimaan 

pajak dalam lima tahun terakhir (2001-2005) sudah mencapai 1.040 triliun3.

Realisasi penerimaan pajak (tidak termasuk PPh migas) pada tahun 2005 

triliun, tahun 2006 Rp314,86 triliun, target APBN 2007
Tax ratio4 Indonesia pada

mencapai Rp263,35 

Rp411,32 triliun, APBNP 2007 sebesar Rp395,25 triliun.
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2005 mencapai 12,89 persen, tahun 2006 sebesar 13,58 persen, APBN 2007
menargetkan 14,43 persen, dan APBNP 2007 menargetkan 13,92 persen. Angka 

2007 yang hanya mencapai 98,5% dari target APBNPrealisasi penerimaan pajak

2007 yaitu sebesar Rp 382,22 triliun. Menurut Ditjen Pajak, Darmin Nasution tidak 
tercapainya target ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu penurunan drastis suku 

bunga deposit© dan tabungan di bank sepanjang tahun lalu 

restitusi (pengembalian kelebihan
serta pembayaran

pembayaran pajak) yang dipercepat5. Sehingga 

target penerimaan pajak tanpa PPh Migas 2008 diturunkan dari Rp483,9 triliun 

menjadi sekitar Rp477,7 triliun. Kenaikan yang semula ditargetkan 26,6%
diturunkan menjadi 25%.

Strategi yang akan diterapkan Ditjen Pajak untuk mencapai target 
penerimaan pajak tanpa PPh Migas 2008 antara lain mengandalkan pengejaran pajak 

kepada wajib pajak besar yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) besar6 

dan KPP madya7. KPP madya ada 19 kantor, sementara KPP besar ada 2 sehingga 

ada 21 kantor yang diandalkan. Ke-21 KPP ini menyumbangkan 95 persen 

penerimaan pajak setiap tahunnya. Sementara, KPP pratama diarahkan untuk 

ekstensifikasi, yakni menambah jumlah wajib pajak. Setiap KPP besar dan madya
akan melanjutkan pengejaran terhadap wajib pajak besar yang mendapatkan 

keuntungan dari kenaikan harga komoditas di pasar dunia. Tiga sektor yang akan 

menjadi perhatian utama adalah sektor perkebunan kelapa sawit dan industri minyak 

kelapa sawit mentah, pertambangan batu bara, serta industri pulp dan kertas .

Berbagai sektor usaha dalam perekonomian di setiap negara seperti 
perkebunan kelapa sawit, industri minyak, pertambangan batu bara, dan lain

5 htln://www.sepi'tar-indonesia.com/edisicetak/ekonomi-bisnis/target-paiak-2Q08-diturun  kan-2.html,
didownload tanggal 17 Februari 2008 ... , ... , . . ,
6 KPP Wajib Pajak Besar mengelola pajak skala besar secara naslonal dengan jenls badan dan terbatas
jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi karena jumlah pajaknya tetap sekitar 200-300

5-WI. bac^ d^an,£. *-1

Wilayah). Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi karena jumlah pajaknya tetap sekitar 200-500 

&mn=3&idx=3 didownload tanggal 17 Februari 2008
3
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sebagainya yang merupakan wajib pajak sebagaimana dikemukakan di atas pastilah 

memerlukan suatu lembaga yang dapat membantu
perekonomian mereka. Para pengusaha misalnya membutuhkan lembaga penyedia 

jasa untuk perputaran bisnis dan

mendukung usaha mereka adalah lembaga perbankan. Sebagaimana kita ketahui 
bahwa bank mempunyai peran yang sangat dominan dalam sistem perekonomian 

Indonesia yaitu menyediakan dan a untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya hams memegang teguh 

asas demokrasi ekonomi. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (atau yang selanjutnya disebut 
Undang-Undang Perbankan) dalam konsideransnya mengemukakan bahwa 

perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan fiingsi 
utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan 

strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bangsa dalam peningkatan 

pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional demi 
meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank mempakan badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Masyarakat hams memegang peranan aktif 

dalam kegiatan perbankan, sementara itu pemerintah juga wajib memberi 
pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta 

menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

aktivitas kegiatan bisnis dan

uang. Salah satu lembaga yang penting untuk

Kepercayaan masyarakat mempakan modal utama dari bisnis perbankan. 
Suatu saat jika bank menghilangkan kepercayaan masyarakat tersebut, maka bisnis 

perbankan akan mengalami kemerosotan dan akhimya menuju kepada kehancuran.
masyarakat terhadap suatu bank dapat jugaHilangnya nilai kepercayaan

4
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mempengaruhi rasa kepercayaan kepada bank-bank lainnya. Pada akhimya hal 
tersebut akan merusak sistem perbankan di suatu negara.9

Rusaknya sistem perbankan tidak diharapkan oleh pemerintah. Kepentingan 

pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan pajak guna mencukupi 
kebutuhan sumber pendapatan negara melalui pajak melalui sektor-sektor usaha 

dalam perekonomian dan kepentingan pemerintah untuk tetap menjaga fungsi 
perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berdasarkan prinsip 

kepercayaan menjadi sedikit berbenturan. Untuk mendapatkan data-data Wajib 

Pajak besar terutama, para pemeriksa dan penyidik pajak diberikan wewenang 

melalui UU KUP Pasal 35A untuk dapat membuka data-data nasabah bank yang 

sifatnya seharusnya dirahasiakan. Dan tiap-tiap orang/pihak manapun yang tidak 

memberikan informasi yang diperlukan oleh para pemeriksa dan penyidik pajak 

dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian diatas, penilitian ini diberi judul “KETERBUKAAN 

DATA NASABAH BANK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN” yang 

akan membahas masalah-masalah di bawah ini.

B. Identifikasi Masalah
1. Data nasabah bank mana saja yang wajib dibuka untuk kepentingan 

perpajakan?
2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabahnya yang berhadapan 

dengan kepentingan perpajakan dan wajib dibuka data-datanya?
3. Apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang sekarang ada eukup untuk 

mendukung kepentingan perpajakan mendapatkan mfotmasi?

is Perbankan, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, him. 19.
9 As. Mahmoedin (1994), Etika Bisn

5
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui data-data nasabah bank 

untuk kepentingan perpajakan berdasarkan
mana saja yang wajib dibuka
peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui kekuatan hukum dan dasar 
hukum peiaksanaan keterbukaan data nasabah yang termasuk dalam rahasia 

bank serta sanksi bagi pihak yang melanggamya.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap nasabahnya 

berhadapan dengan kepentingan perpajakan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan rahasia bank dewasa ini

yang

memenuhi akses data dalam kepentingan perpajakan.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya 

hukum pajak dan hukum perbankan
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan 

perbandingan dalam penelitian serta memberikan masukan kepada 

mahasiswa lainnya
Diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran 

baru dalam hal penerapan prinsip-prinsip pajak dan rahasia bank yang 

bermanfaat bagi pengkajian dan pemahaman secara teoritis

1.

2.

3.

Kegunaan Praktis
Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya

membutuhkan informasi
1.

dan pejabat terkait pada khususnya yang
keterbukaan data nasabah bank untuk kepentingansehubungan dengan 

perpajakan.
Diharapkan dapat 
terkait dan pemerintah dalam pengimplementasian hukum pajak.

memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi
2.
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E. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori

Tugas-tugas klasik dari suatu negara selain melindungi bangsa dan wilayah 
terhadap serangan dari luar (periahanan), meiindungi bangsa dan wilayah terhadap 

kerusuhan dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum) juga melakukan 
penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan 

tugas-tugas negara10.

Tugas-tugas tersebut sejalan dengan teori negara kesejahteraan (welfare 

state) yang dikemukakan oleh Kranenburg yang menyatakan bahwa11:

1. negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka, tetapi 
aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya.

2. negara harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh 

seluruh warga negaranya secara merata dan seimbang.
3. negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu, tetapi 

untuk kesejahteraan seluruh rakyat di dalam negara.
Pada masa sekarang ini teori kesejahteraan negara ini sangat penting 

terutama bagi negara berkembang sebab fungsi negara untuk mengusahakan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya (welfare state = social service state). Hal 
ini sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat alinea keempat yaitu 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk dapat meningkatkan pembangunan dan mewujudkan masyarakat yang 

adil dan ntakmur sesuai dengan yang dicita-citakan oleh negara kita maka banyak

secara

Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press,10 Philipus M. Hadjon (2001), Pengantar 
Yogyakarta, him. 17-18
11 Ibid h\m.20
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upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang Dasar 1945 hasil 
amandemen keen, pa, sebagai tatan idiU, memega„g peranan yang sanga,

pentmg, terutaa data memberikan pedoman fimdantaal bagi pemerintah data 

mengatasi masalah-masalah yang muncul. Khusus mengenai penyelengg 
keuangan negara tentang pajak, diatur dalam Pasal 23A UUD

araan
1945 amandemen

keempat yang berbunyi:

‘ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

diatur dengan Undang-Undang.”
negara

Pasal ini merupakan landasan pemungutan pajak dalam sistem perpajakan di 
Indonesia yang harus didasarkan dengan undang-undang. Ini disebabkan karena 

pajak merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tanpa imbalan 

yang dapat ditunjukkan secara langsung, Undang-Undang dimaksudkan untuk 

mendapatkan ijin dari rakyat.

Dalam pengenaan pajak ini, dikenal berbagai asas yang merupakan sesuatu 

kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Salah satunya adalah 

asas rechtsfilosofis, asas ini mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh 

negara. Di dalamnya ada satu teori yang dinilai tepat untuk dijadikan pembenar 

dalam pembayaran pajak atas penjuaian aset ini, yaitu teori kewajiban pajak mutlak. 
Teori ini didasarkan pada orgaan theory dari Otto von Gierke, yang menyatakan 

bahwa negara itu merupakan satu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara 

terikat. Tanpa ada organ atau lembaga itu individu tidak mungkin dapat hidup. 
Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya maka dapat 
membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain 

kewajiban membayar pajak.

Kewtyiban membayar pajak oleh tiap warga negara merupakan kehamsan. 
telah dituangkan dalam undang-undang dan merupakan kepentingan publik yang 

disimpangi dengan alasan apapun juga. Begitu pula bila berbenturan
yang memiliki hak untuk dijaga

tidak bisa
dengan kepentingan privat, misalnya warga negara
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kerahasiaan datanya di bank sebagai subjek hukum privat menjadi kehilangan 

haknya tersebut bila bersinggungan dengan kepentingan pejaknya sebagai warga 

negara sehingga kewajiban bank menjaga kerahasiaan terhadap nasabahnya hilang.

Bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana dari masyarakat berkewajiban untuk menjaga amanat masyarakat 
yang dititipkan kepadanya. Salah satu wujud menjaga amanat masyarakat tersebut 
adalah berbentuk kewajiban untuk menjaga rahasia keuangan nasabahnya. 
Kewajiban ini biasa disebut rahasia bank. Rahasia bank merupakan wujud dari 
perlindungan bank atas rahasia keuangan nasabahnya.

Filosofi adanya rahasia bank bila diteliti lebih jauh antara lain didasari oleh 

adanya hak yang bersifat pribadi yang merupakan hak setiap orang atau badan untuk 

tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi, bank memikul kewajiban untuk 

menjaga kerahasiaan sebagai timbal balik dari kepercayan yang diberikan 

masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan atau sumber 

dana masyarakat, atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

dalam Undang-Undang Perbankan dimana ditegaskan bahwa pengetahuan bank 

tentang keuangan nasabahnya tidak boleh disalahgunakan dan wajib dijaga 

kerahasiaanya oleh bank guna menjaga kepercayan masyarakat, dan juga adanya 

kebiasaan dan kelaziman di dunia perbankan untuk merahasiakan segala informasi 
mengenai nasabah dan keadaan keuangan nasabahnya.

Ruang lingkup rahasia bank mencakup data-data penyimpanan dana, data 

nasabah penyimpan, dan jumlah simpanannya. Tinjauan teori kekuatan berlakunya 

rahasia bank menunjukkan ada dua pendapat, yang pertama teori rahasia bank 

bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang 

oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa ataudiketahui
dalam keadaan luar biasa. Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat relate
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yaitu bahwa bank diperbolehkan i , .’ pcTOO.enKan membuka rahasia nasabahnya, ontuk
kepentingan mendesak, misalnya demi kepemingan negara.'2

2. Kerangka Konseptual 

Untuk lebih mendalami
ciri-ciri pajak, ada baiknya terlebih dahulu dijabarkan
pengertian pajak. Pengertian atau defmisi pajak Itu sendiri banyak dikemukakan 

oleh para ahli dan saijana.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH13:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
iangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum”.

suatu

apa-apa saja yang menjadi unsur dalam pajak dan

beberapa defmisi atau

Defmisi menurut Prof. Dr. P.J.A. andriani14:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayamya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi menurut Dr. Soeparman Soemahamidjadja15:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
umum”.

penguasa
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan

” Muhamad Djumhana (2003), Hukum Perbankan di Indonesia PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him.

dan Wlrawan B. Ilyas (2000), Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, hlm.2

hlm.2

164.
13 Waluyo

Y.,<Sn''pudyaInioko (2002), P.nga«ar Hukum Pajak Amt Yotyakama. Y^akama,
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Ketentuan mengenai keadaan-keadaaan, perbuatan-perbuatan, peristiwa- 
peristiwa hokum yang harus dikenakan pajak, subjek pajak, besamya pajak, ataupun
aegala sesoato tentang timbulnya, besamya, dan hapusnya utang pajak dan pula 

hubungan pemerintah dan wajib pajak yang tertuang dalam Peraturan Perundang- 

undangan Peipajakan mempakan ketentuan atau hukum pajak material. Sementara 

ketentuan-ketentuan mengenai tata earn perpajakan atau prosedur pemajakan yang 

tertuang dalam Peraturan Pemndang-undangan Perpajakan merupakan ketentuan
atau hukum pajak formal. Ketentuan yang memuat hukum pajak formal tidak 

mungkin menimbulkan suatu utang pajak seperti ketentuan hukum pajak material.
Undang-undang yang sebagian besar memuat ketentuan formal adalah Undang- 
Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yaitu Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Pasal i angka 2 UU KUP

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.”

Yang dimaksud subjek pajak adalah orang, badan, atau Badan Usaha Tetap 

(BUT) yang dapat dikenakan pajak. Jadi subjek pajak belum tentu merupakan Wajib 

Pajak, namun Wajib Pajak sudah pasti subjek pajak.

Subjek Pajak dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

subjek pajak formal merupakan subjek pajak yang karena keadaan- 
keadaan, perisrtiwa-peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu, 

memungut, menyetor dan melaporkan pajak- 
tidak wajib untuk membayar pajak.

1.

wajib memotong 

pajak terutang namun
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2. subjek pajak materiil
merupakan subjek pajak yang karena 

eadaan-keadaan, penstiwa-peristiwa, perbuatan hukum 

wajib melakukan pembayaran pajak.
tertentu

Dalam konteks pemenuhan pajak para wajib pajak yang

menjaga kerahasiaan informasi mengenai data-data 

masyarakat daiam hubungannya dengan bank, yaitu tentang simpanan dan keadaan 

keuangan dari nasabah bank sebagai bentuk upaya mendapatkan kepercayaan dari 
masyarakat harus dikesampingkan. Pengaturannya sendiri ada di dalam kerangka 

hukum perbankan Indonesia agar batasannya menjadi lebih jelas dan memiliki 
kekuatan hukum. Pengertian tentang rahasia bank selalu dicantumkan dalam setiap 

undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Rahasia bank menurut Pasal I 
angka 28 Undang-Undang Perbankan adalah:

merupakan nasabah
bank, kewajiban bank untuk

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Simpanan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan adalah 

dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan peijanjian 

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Kewenangan pemerintah untuk memungut pajak adalah mutlak dan

melalui Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi:
“Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notans, 
konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang 
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, 
penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas 
permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, p.hak-pihak tersebut waj.b 
memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Para penyidik,
infomtasi yang mungkin termasuk dalam mhasia bank, tidak terkecaali oleh bank

seharusnya menjaga kerahasian data nasabahnya. Lebih

pemeriksa dan penagih pajak dapat meminta keterangan atau

sebagai lembaga yang
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ditegaskan lagi dengan Surat Keputusan Menteri 
201 /PMK.03/2007 yang berisi beberapa poin yaitu I6:
1. Diijen Pajak dapat meminta keterangan

Keuangan Nomor

atau bukti kepada pihak ketiga terkait
dengan data wajib pajak. Pihak ketiga itu
notaris, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok dan pihak ketiga lain yang
punya hubungan dengan wajib pajak, pekeijaan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas seorang wajib pajak.

meliputi: bank, akuntan publik,

2. Semua data rahasia, boleh dibuka untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan 

bukti permulaan, dan penyidikan bidang perpajakan, dan penagihan pajak. Asal, 
ada permintaan tertulis dari aparat Diijen Pajak atau penyidik pajak, sedangkan 

untuk perbankan ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan kepada 

Gubemur Bank Indonesia.
3. Kalau sudah ada permintaan tertulis dari Diijen Pajak atau penyidik pajak, dan 

izin dari Gubemur BI untuk perbankan, maka mereka wajib memberikan 

keterangan paling lambat tujuh hari sejak menerima surat. Kalau melewati tujuh 

hari Diijen Pajak akan memberi surat peringatan. Kalau masih bandel juga 

mereka bisa terkena sanksi kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal 

Rp 25 juta.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum

yang dilakukan dengan 
atau data kepustakaan. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menguji 
aspek-aspek hukum pajak dan msnemukan hukumnya dalam kenyataan (in

concrete*).

menitikberatkan penelitian pada data sekundercara

18 Mei“ ‘Bank Mrf, Mu-®!. *-* ^
200fiT ^ttp;//www.paiak2000tConi/ncw§,.pjlilLBIl£li^^^
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2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adaiah berapa deskriptif 

analitis yaitu menggambarkan keterbukaan data nasabah yang termasuk 
dalam rahasia bank untuk kepentingan perpajakan yang dihubungkan dengan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian Kepustakaan,
yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan-bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, 
misalnya:

a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis 

Membuka Rahasia Bank
g) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 201/PMK.03/2007

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku 

yang ditulis oleh para ahli.
3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada 

relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain, 

artikel, majalah dan koran.
3. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data diusahakan memperoleh data sebanyak-banyaknya 

dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian,
Dalam 

yang berhubungan
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dengan mempergunakan 

dilakukan pada pihak yang terkait berkenaan d 

pejabat pajak berwenang dan pejabat bank.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis kualitatif karena dari data 

secara kualitatif untuk 

tidak menggunakan rumus matematis.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder 
dari Perpustakaan Umum Universitas Indonesia dan Perpustakaan Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia.

cara studi dokumen dan wawancara. Wawancara

engan penulisan ini misalnya

yang diperoleh selanjutnya disusun
mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan

G. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan suatu gambaran yang komprehensif, penulis menguraikan 

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuiuan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi 
masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.

Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dalam bab ini 
landasan-landasan teori mengenai perpajakan terutama yang 

berkaitan dengan proses penyidikan, pemeriksaan dan penagihan pajak oleh pejabat 

pajak berwenang.

BAB 2 Sistem Penetapan dan
diuraikan secara umum
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BAB 3 Ruang Lingkup Rahasia Bank Pasca Perubahan Perundang-undangan dari 
Waktu ke Waktu, dalam bab ini diuraikan

tujuan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga ini. Kemudian diuraikan mengenai data- 
data nasabah bank serta data-data mana saja yang wajib dirahasiakan oleh bank.

secara umum mengenai lembaga perbankan,

BAB 4 Keterbukaan Data Nasabah Bank untuk Kepentingan Perpajakan, dalam 

bab ini diuraikan tentang data-data nasabah mana yang dapat dibuka untuk kepentingan 

perpajakan, dasar dan kekuatan hukum para pejabat pajak untuk meminta data-data 

nasabah bank yang bersifat rahasia berikut sanksi hukum apabila data tersebut tidak 

diberikan, serta tanggung jawab bank kepada nasabahnya yang berhadapan dengan 

kepentingan perpajakan. Selain itu penuiis juga meneliti apakah ketentuan mengenai 
rahasia bank dan keterbukaannya sudah dirasa cukup untuk mengcover kepentingan 

perpajakan saat ini.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran, sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan 

dirumuskan secara singkat, padat dan jelas hal-hal apa saja yang dapat disimpulkan dan 

juga saran dari hasil penelitian yang berhubungan dengan identifikasi masalah.
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BAB 2

SISTEM PENETAPAN DAN TATA CARA PEMERJKSAAN PAJAK

A. Pengertian, Fungsi, dan Penggolongan Pajak

1. Pengertian Pajak
Beberapa definisi yang telah dikemukakan dalam kerangka konseptual pada 

umumnya kurang lengkap, karena masing-masing definisi ini memfokuskan pada 

atau beberapa unsur dari pajak itu sendiri. Dari definisi Prof. Dr. P.J.A. Andriani dapat 
dilihat bahwa beliau lebih memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan 

pajak masih memiliki fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur.
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:
1. pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan;
2. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah;
3. pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah;
4. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public invesment (pembangunan nasional);
5. pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Unsur-unsur pada pengertian pajak adalah:
1. ada masyarakat;
2. berdasarkan undang-undang;
3. pemungut pajak-penguasa masyarakat,

4. subjek pajak-wajib pajak;

5. objek pajak;

satu
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6. surat ketetapan pajak (fakultatif).
Bila ditinjau dari segi hukumnya, Prof.

\

Dr. Rochmat Soemitro megatakan
bahwa17:

“Hukum pajak adalah suatu kumpulan
antara pemerintah dengan sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai
pembayar pajak”.

Hukum pajak berkaitan dengan siapa-sipa yang wajib membayar pajak; objek- 
objek yang dikenakan pajak; timbul dan hapusnya utang pajak; cara penagihan; cara 

mengajukan keberatan; dan sebagainya. Hukum pajak sering disebut dengan hukum 

fiskal dan pengertian pajak sering dinamakan dengan pengertian fiskal. Namun 

kemudian pengertian fiskal ini berkembang sehingga pajak tidak sama dengan 

pengertian fiskal dan pajak hanya merupakan bagian dari fiskal saja.
Tempat hukum pajak dalam hukum umum

Hukum Perdata

peraturan yang mengatur hubungan

HUKUM Hukum Tata Negara

Hukum Tata Usaha 
Negara
- Hukum Pajak

Hukum Publik

Hukum Pidana

2. Fungsi Pajak 

Dari penjabaran definisi di atas juga dapat dilihat adanya dua fungsi pajak

yaitu18:
1. fungsi penerimaan (budgetair)

pajak berfiingsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran
dalam APBN sebagai penerimaan dalam negen.

pemerintah. Contohnya dimasukkannya pajak

him. 12
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2. fungsi mengatur (reguler) 

pajak berfungsi sebagai alat 
bidang sosial dan ekonomi.

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 
Contohnya dikenakannya pajak terhadap 

mmuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian 

pula dengan barang mewah.
Selain dua fungsi tersebut di atas, ada dua fungsi lainnya yaitu:

1. fungsi pemerataan

pajak berfungsi sebagai pemerataan dimana hasil-hasil penerimaan pajak 

dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia baik 

langsung ataupun tidak langsung.
2. fungsi distribusi pendapatan

maksudnya dengan kewajiban pembayaran pajak, ada aliran pendapatan 

dalam masyarakat.

secara

3. Penggolongan Pajak
Pembagian pajak dapat digolongkan berdasarkan kewenangan pemungutannya, 

cara pemungutan pajak dan sifat pajak sebagai berikut19:
1. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pengelompokan dengan kriteria ini ditentukan oleh siapa yang berwenang 

dalam pemungutan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat disebut 
pajak Pusat sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah disebut

pajak daerah.
Yang termasuk dalam Pajak Pusat diantamya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, dan Bea Masuk.
Yang termasuk Pajak Daerah diantaranya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

dan
dan Kendaraan di Atas 

(PBBKB), Pajak Pengambilan

19 Ibid, hlm.5
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Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

2. Pajak Langsung dan Pajak tidak Langsung
Pajak langsung memiliki kritcria pajaknya dilakukan secara 

periodik dan secara yuridis beban pajaknya harus dipikul oleh subjek yang 

peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh),
Bangunan (PBB). Pajak tidak langsung memiliki kriteria pajaknya dilakukan 

secara msidentil dan secara yuridis beban pajaknya bisa dialihkan kepada 

pihak lain. Contoh: Pajak cukai rokok, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

ditentukan oleh

Pajak Bumi dan

Hiburan, Bea Materai.
3. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang besar kecilnya jumlah pajak yang harus 

dibayarkan sangat tergantung pada pribadi wajib pajak yang mana untuk 

menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang 

berhubungan erat dengan keadaan materiilnya yaitu yang disebut gaya pikul. 
Contoh: Pajak Penghasilan yang dikenakan pada orang pribadi.
Pajak Objektif adalah pajak yang besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar 

menitikberatkan pada objek pajaknya, tidak dioengaruhi oleh keadaan pribadi 
wajib pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hiburan.

B. Asas dan Dasar Hukutn Pemungutan Pajak
Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan yang mengandung unsur 

pengalihan haita kekayaan dan rakyat kepada negara, tanpa ada kontraprestasi langsung 

yang dapat ditunjuk. Beda dengan pungutan-pungutan lainnya yang ada di Indonesia, 
misalnya saja retribusi atau sumbangan. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan 

langsung dengan kembalinya prestasi dan pembayaran tersebut ditujukan semata-mata 

hanya untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dan pemerintah, misalnya pembayaran 

uang kuliah, kareis masuk temtinal dan Iain-lain. Apalagi bila dibandingkan dengan
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sumbangan yang prestasinya tidak dapat ditunjuk 

orang/golongan tertentu yang dapat menikmati kontraprestasinya.
Oleh karena pajak merupakan bentuk 

memaksa namun tanpa kontraprestasi, maka dalam 

undang-undang. Undang-undang ini diartikan bahwa
rakyatnya dan bukan merampas kekayaan tersebut, karena undang-undang 

berdasarkan persetujuan Dewan perwakilan rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyaL
Dasar hukum pemungutan pajak di indonesia adalah Pasal 23A Undang Undang 

Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan 

lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” 

Prinsip-prinsip yanng harus dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah mengenai 
ketentuan materiilnya sedangkan mengenai ketentuan pelaksananya dapat dituangkan 

dalam bentuk peraturan lainnya yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang. 
Dasar hukum lainnya adalah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 

peraturan-peraturan pelaksana diantaranya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).
Dalam proses penyusunan undang-undang khususnya mengenai perpajakan 

perlu diperhatikan beberapa persyaratan, karena hukum bertugas membuat adanya 

keadilan. Untuk memenuhi rasa adil itu maka undang-undang pajak dibuat harus 

memenuhi asas-asas yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan

melainkan ditujukan kepada

pengalihan kekayaan yang bersifat 
pemungutannya hams berdasar pada 

negara telah mendapat ijin dari
dibuat

“The

four Maxims”, yaitu :
Equality yang mengandung arti dalam keadaan yang sama wajib pajak hams1.
dikenakan pajak sama pula.

2. Certainty yang mengandung arti kepastian adalah tujuan dari setiap undang-
hukum adalah penting, untuk itu peraturan yang akanundang kepastian

dibuat, hams diusahakan agar jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda

agar tidak membuat peluang untuk ditafsirkan lam.
,/ Payment mengandung arti pajak hendaknya dipungut pada 

wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya
3. Convenience o

saat yang paling baik bagi para
detik diterimanya penghasilan yang ditenmanya.dengan

21 Universitas Indonesia

Keterbukaan Data.., Marina Yulia Herina Manurung, FH UI, 2008



4' Tte"Cy mengandUng arti **>» P«™„guta„ pajakny, harus lebih rendah 

dibanding pajaknya.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam 

menentukan weweoangnya umuk me„ge„akan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak 

penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh 

untuk mengenakan pajak adalah20: 
a. Asas domisili atau disebut i 

principle), berdasarkan asas ini

negara sebagai landasan

jiiga asas kependudukan (domicile/residence 

negara akan mengenakan pajak atas suatu 

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila 

untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk 

(resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan
berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari 
penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara 

yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya 

akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan

mana

pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan 

yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept), 
b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas

suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya 

apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh 

orang pribadi atau badan yang bersangkutan dan sumber-sumber yang berada di 
negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa 

status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang 

menjadi landasan penge-maan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal 
dari negara itu. Contoh: Tenaga keija asing bekeija di Indonesia maka dari 
penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah

Indonesia.
nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan

ini, yang menjadi landasan 

kewarganegaraan dari orang atau badan yang

c. Asas kebangsaan atau asas
(nationality/citizenship principle).Dalam asas

pengenaan pajak adalah 

w Tajak, download tanggal 15 Febiiiari 2008. tttaM

status
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memperoleh penghasilan. Berdasarlmn asas ini, tidaklah menjadi persoalan dart 
ma^ penghasilan yang akan dikenakan pajak ^ ^ ^ ^ ^ 

domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan 

nasionalitas dengan konsep pengenaan pajakdengan cara menggabungkan asas
atas world wide income.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan 

dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak 

lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan 

landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan 

dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk 

berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam 

nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu 

penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status 

objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau 

tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak 

begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan 

terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan 

pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada 

penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang

atau
asas

bersangkutan.
Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi 

mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, 
gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya

sekaligus.
Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor

terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2816 Tahun 2000 sebagaimana 
Tahun 2007, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat 

Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam
kewarganegaraan yang parsial,

disimpuikan bahwa
sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut

khusus dalam kctentuan yang mengatur mengenai pengeeualian subjek pajak
asas

yaitu
untuk orang pribadi.
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Jepang, misalnya un.uk individu yang merupaka„ (resident
individual) menggunakan asaa domisili, di mana berdasarkan asas ini scorang penduduk 

Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang 

diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara to, 
untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri 
berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang
diperoleh dari sumber-sumber di Jepang21.

Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang 

berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh 

dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya 

dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia22.

C. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam sejarah, sistem pemungutan pajak di Indonesia pemah dilaksanakan 

beberapa sistem pemungutan pajak, diantaranya23:
1. Official Assessment System

Dilaksanakan sampai tahun 1967. Yaitu sistem pemungutan pajak di mana 

wewenang pemungutan pajaknya berada pada fiskus.
2. Semi Self Assessment system

Yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan 

besamya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, 

yaitu fiskus dan wajib pajak.
3. Withholding

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan 

besamya pajak terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan
wajib pajak. sistem semi self assessment danoleh fiskus maupun 

withholding dilaksanakan pada periode 1968-1983.

21 Ibid
22
“ Rimsky K. Judisseno (2002), Pajak dan Strategi Bisms, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.24
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4. Full Self Assessment System
Yaitu suatu sistem pemungutan pajak di wajib pajak boleh menghitung 
dan melaporkan sendiri besamya pajak yang harus disetorkan. Sistem foil
self assessment yang dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar 

perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.
Keempat sistem tersebut diatas masing-masing memiliki kelemahan. Misalnya saja 

dalam sistem official assesssment, pelaksanaan pajak sangat tergantung pada aparat 
pajak sehingga wajib pajak cenderung kurang tanggung jawab. Walaupun demikian, 
penerapan sistem-sistem ini terus disesuaikan dan ditinjau, sistem mana yang terbaik

mana

untuk diterapkan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia.
Dan berbagai sistem yang sudah pemah diterapkan dalam pemungutan pajak di 

Indonesia, yang sampai sekarang masih digunakan adalah sistem foil assessment.
Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayan sebesar-besamya bagi 
masyarkat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 

meenyetorkan pajaknya, wajib pajak berkewajiban untuk menghitimg, membayar dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnya. Dalam sistem foil assessment, 
pemeriksaan pajak dilakukan dengan cara post audit.

Sistem penetapan pajak secara 

system/sub system yang lain, misalnya :
1. Sistem penggolongan WP, yaitu WP pengusaha golongan besar dan WP

internal sebaiknya disinkronisasi dengan

pengusaha golongan kecil;
memungut pajak, yaitu mengatur system memungut pajak harus sesuai 

kaidah-kaidah hukum pajak (hukum positif) yang bersifat
2. Sistem 

dengan asas dan 

realistik;
3. Sub sistem pemeriksaan harus 

secara kualitas harus dapat dipertanggungjawabkan;

benar-benar selektif, karena hasil pemeriksaan

, Hukum Pajak dan Permasalahannya, PT Refika
14 Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat (2004) 
Aditama^Bandung, hlm.20
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4. Sistem keberatan, pada prinsi, . Pnya setiap keputusan yang memenuhi persyaratan
sebaga, suatu ketefcpan sehtuusnya menjadi objek sengke* pajak (tidak 

pengecualian). ada

D. Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Seperti yang telah dikemukakan bahwa 

undang Pajak Negara kita adalah system full 
kepada kejujuran para wajib pajak dalam memenuhi

system yang dianut dalam undang-
assessment, yang sangat melandaskan

kewajiban pajaknya. Untuk 
menghindari teijadinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak atau ketidakjujuran
dalam pemenuhan kewajibannya maka fiskus diberikan wewenang untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap kebenaran dari Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan dari
wajib pajak bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan ini 
memperoleh/mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP)25. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang 

meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

untukterutama

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Pemeriksaan terhadap wajib pajak bukan aktivitas yang bersifat insidental, tapi 

merupakan suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan yang dilakukan secara acak 

Wajib pajak yang akan diperiksa sudah ditentukan terlebih dahulumelalui suatu sistem.
oleh Direktorat jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Untuk keperluan pemeriksaan, petugas

” H.Bohari (1993), Hakam Pajak, PT Raja Oraflndo Peiaada, Jakam, him. 128
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pemenksa pajak26, harus dilengkapi dengan Surat Perintah 

memperlihatkan kepada weyib pajak yang diperiksa.
Pasal 31 Ayat (1) UU KUP berbunyi bahwa Tata Cara 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pembahan terakhir mengenai 
Tata Cara Pemeriksaan ini tertuang dalam Peraturan Menteri 
Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006

Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Ruang 

lingkup pemeriksaan terdiri dari:

a. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak 

seluruh jenis pajak, untuk tahun beijalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya
dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak;

b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun beijalan 

dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal 
Pajak.

Wajib Pajak yang diperiksa hams27 :
- Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasamya, atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha 

atau pekeijaan beban wajib pajak.
- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang 

perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- Memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak diperlukan 

keterangan atau bukti dari pihak-pihak lainnya seperti bank, akuntan publik, notans, 
kantor administrasi lainnya maka pihak-pihak tersebut wajib memberikan 

keterangan atau bukti yang diminta. Sebelumnya dalam UU KUP Nomor 

2000 tidak dijelaskan secara implisit mengenai pihak-pihak tersebut. Oleh karena

Pemeriksaan dan harus

Pemeriksaan diatur

Keuangan Republik
tentang Pembahan atas Keputusan Menteri

atau

atau
16 Tahun

“^■bsSsSSSsSSmssSS
melaksanakan pemeriksaan pajak.
27 H.Bohari, Loc.Cil

26

yang
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dewasa ini guna menunjang peningkatan
menunjang pertutnbuhan perekonomian serta memaksima.kan infonnasi mengenai 
wajib pajak dalam proses pemeriksaan maka hai-hal tersebut diatur dalam Pasal 3528, 
Pasal 35A UU KUP baru Nomor 28 Tahun 2007.

Khusus untuk lembaga perbankan
nasabahnya dalam Pasal 35 Ayat (2) dijelaskan bahwa pihak-pihak ketiga yang terikat 
kewajiban merahasiakan,

penyidikan di bidang perpajakan menjadi ditiadakan sehingga dengan alasan 

juga pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan yang diminta. Namun untuk 

lembaga perbankan dikecualikan peniadaan kewajiban merahasiakannya, yaitu atas 

dasar permintaan tertulis Menteri Keuangan.
Tindakan-tindakan

pemasukan pajak ke kas negara dan

yang harus menjaga kerahasian data

untuk keperluan pemeriksaan pajak, penagihan dan

apapun

yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mempersulit, 

menghalang-halangi, atau bahkan sengaja tidak memberikan informasi/keterangan yang

diminta dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan di bidang perpajakan dikenai sanksi 

berdasarkan Pasal 41 A30, Pasal 4 IB31, dan Pasal 41C32.

28 Pasal 35
(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan 

keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, 
dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan 
pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas 
permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan 
keterangan atau bukti yang diminta.

(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban 
merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan. kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban 
merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dan Menteri Keuangan.

(3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban 
merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

29 Pasal 35A
(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan 

informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktoratlendcral Pajak yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

Direktur(2) Dai am hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi,
Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan infonnasi untuk kepentmgan penenmaan 
negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

30 Pasal 41A
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Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi 
keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

31 Pasal 41B
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di 
bidang pcrpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

32 Pasal 41C
(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 10 (scpuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
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BAB 3

npER^N^OANr IINnt^SlA BANK PASCA PERUBAHAN 
UNDANG-UNDANGAN DARI WAKTU KE WAKTU

A. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Bank

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bedasarkan 

definisi tersebut dapat dilihat bahwa bank mempunyai dua fungsi utama, yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Fungsi inilah yang disebut sebagai 

perantara keuangan di mana bank berfungsi sebagai penghimpun dana dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

Bank umum sebagai perantara keuangan juga melakukan kegiatan usaha dalam

bentuk

berbagai macam jasa atau produk kepada nasabahnya. Pasal 6 Undang-Undang 

Perbankan menguraikan usaha bank umum, yaitu meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

2. Memberikan kredit;

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan 

perintah nasabahnya berbagai instrumen surat berharga seperti surat-

pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara dan surat
dan atas

suat wesel, surat
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jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, 

waktu satu tahun;

5. Memindahkan 

nasabah;

surat dagang dengan jangka

uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan

6. Menempatkan dana pada bank lain, mem injam dana dari bank lain, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana-sarana

seperti surat, sarana telekomunikasi, cek, atau sarana lainnya;

7. Menerirv pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga;

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

kontrak;

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk 

surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia;

lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak13. Melakukan kegiatan lain yang

bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Jasa-jasa yang diberikan 

teknologi dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat

oleh bank selalu berkembang sejalan dengan kemajuan

. Semakin besar upaya bank
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untuk memberikan kenyamanan dan keamanan 

semakin besar peluang bank untuk mendapatkan k
bertransaksi bagi nasabahnya, maka

epercayaan masyarakat.

B. Hukum tentang Rahasia Bank

1. Pengertian dan Pengecualian Rahasia Bank 

Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan 

masyarakat. Hubungan yang terjadi antara bank dengan nasabahnya bukanlah hubungan

kontraktual biasa. Hubungan yang terjadi lebih mirip dengan hubungan antara lawyer 

dengan kliennya atau hubungan dokter dengan pasiennya. Kewajiban bank adalah untuk 

merahasiakan data-data nasabahnya kepada pihak lain manapun. Menurut Undang- 

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) Pasal 1

angka 28, Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan33 dan simpanannya34. Pengertian ini sudah dipersempit 

dan dipertegas dibandingkan dengan pengertian di dalam Undang-Undang sebelumnya, 

yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu :35

1. Teori Mutlak

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada 

dan dalam hal apapun. Dewasa ini sudah hampir tidak ada lagi negarasiapapun

33 Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya diitej dalam tentok^impanan
^rdasarkan perjanjian bank dengan nasabah y^g^rs^gki^OMsa^ ^ ^rdasarkan perjanjian

p45Z STdaltTbSc oCoeposto. Srfpltot D^Ko. «»"'*•“ b°““k

Ba“- B"d”& “* 9'
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yang menganut teori ini. Bahkan dinegara-negara tax heaven36

dan Cayman Island juga membenarkan membuka rahasia bank dal 

khusus.

2. Teori Relatif 

Menurut teori i 

dalam hal yang termasuk

seperti Bahama

am hal-hal

ini, rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus, yakni

luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat 

diterobos. Misalnya untuk kepentingan perkara pidana.

Penganut aliran mutlak berpendapat bahwa semua hal yang bersangkutan 

dengan nasabah, harus dirahasiakan secara mutlak dan tan pa pengecuallian. Teori ini 

bersifat statis dan cenderung melawan kepentingan umum. Rahasia bank yang dijaga 

secara mutlak akan memacu kejahatan-kejahatan bidang perbankan misalnya saja tindak 

pidana pencucian uang (money laundering).

Penganut aliran relatif akan bersedia melakukan pembukaan rahasia bank 

apabila hal tersebut diperlukan untuk kepentingan umum. Aliran ini akan 

mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih berat, apakah itu kepentingan 

kalangan perbankan atau kepentingan negara. Kerahasiaan bank dapat ditembus jika 

memang ada alasan yang benar-benar relevan dan sangat kuat.

Pembahasan mengenai rahasia bank dalam penelitian ini sangat penting dan 

dilandasi pemikiran bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara kepentingan pribadi 

dengan kepentingan umum. Undang-Undang Perbankan mengakui adanya kepentingan 

yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasiaumum

diberikan sebagai suatu negara yang memperlakukan pajak pendapat 
nada tingkat terendah, sehingga cenderung menarik para miliuner, 
H berusaha meminimalkan kewajiban pajaknya.

14 Deflnisi Negara Tax Heavan 
pribadi dan pajak perusahaan 
perusahaan multinasional, dan institusi keuangan yang 
(Pass, Christoper^ 1999 :583)
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bank. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan di Indonesia 

menganut pengertian rahasia bank yang bersifat relatif, sehingga rahasia bank 

dimungkinkan untuk dibuka dengan alasan kepentingan umum. Namun rahasia bank 

hanya dapat diungkapkan apabila telah memenuhi prosedur pembukaan yang 

dikehendaki oleh Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Perbankan ada tujuh pengecualian atas berlakunya 

kewajiban rahasia bank, diantaranya:

1. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan 

Menteri Keuangan berwenang untuk memberikan perintah tertulis kepada bank 

untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta 

surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada

I

/[
I

i
i
;*'
!:

Hi
S!pejabat pajak (Pasal 41 ayat 1).

ft2. Untuk pelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan i*IPiutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank fc:
Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk mendapat keterangan mengenai 

simpanan nasabah debitur37 dari suatu bank (pasal 41 A ayat 1).

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia 

dapat memberi izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh 

keterangan mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42

ayat 1).

j
” Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
Sjariah atau yang dipersamakan dengan itu yang diperjanjikan bank dengan nasabah yang bersangkutan. 
(Pasal 1 angka 18 UU Perbankan)

I i

I ;

;■ i;34 !:
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4. Jika teijadi perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank dapat 

menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan 

keterangan lain yang relevan, dari nasabah yang bersangkutan (Pasal 43).

5. Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank, direksi bank dapat 

memberitahukan kepada bank lain mengenai keadaan keuangan nasabahnya 

(Pasal 44).

6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat 

secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah 

kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut (Pasal 44 A ayat

serta

'
»5

1).

7. Dalam hal nasabah penyimpan meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak
H

memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut (pasal
i f-
\r

44 A ayat 2). ' e
I

Disamping tujuh pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang it',
f
vdapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Undang-

Undang Perbankan menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi Badan Pemeriksa 

Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank dan 

Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank untuk dan atas nama 

Bank Indonesia, serta kepentingan di bidang pasar modal bagi bank yang melakukan 

kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Namun pengecualian ini hanya 

tersirat saja, dijelaskan dalam penjelasan pasal 31 dan penjelasan pasal 40.

i
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2. Perkembangan Pengaturan Rahasia Bank

Pengaturan tentang pengertian secara formal tentang rahasia bank mengalami 

perkembangan beberapa kali, yaitu:

a. Pengaturan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan.

Undang-undang ini sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang No. 14 

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang ini 

mengatur pengertian rahasia bank, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib 

dirahasiakan. Pasal 40 ayat 1 menetapkan bahwa bank dilarang memberikan keterangan 

yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, 

yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali 

dalam hal sebagaimana disebut dalam pasal 41, 42, 43, dan 44 yaitu untuk kepentingan 

perpajakan, untuk kepentingan peradilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara 

bank dan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar in form as i antara bank dengan

.

:
:■»

<■ rs
■i
'

k'
V;
>•

nasabahnya.

Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai 

keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanan yang tercantum dalam 

semua pos-pos pasiva dan pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam 

berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Penjelasan pasal 40 ayat (1) 

menetapkan bahwa yang dimaksud menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank 

adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keuangan dan hal lain-lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena

i
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kegiatan usahanya, meliputi pemberian pelayanan dan jasa daiam lalu lintas uang baik 

dalam dan luarnegeri, pendiskontoan dan jual beli surat berharga, dan pemberian kredit. 

perumusan mengenai ketentuan rahasia bank dalam undang-undang ini tidak berbeda 

dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang terdahulu yang mengatur 

perbankan, yakni Undang-Undang No. 14 Tahun 1967.

b. Pengaturan berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 angka 28 mendefinisikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 

Kemudian Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Perbankan. Pendefmisian rahasia bank dalam undang-undang 

ini berbeda dengan yang diberikan oleh undang-undang sebelumnya. Pengertian rahasia 

bank dalam undang-undang ini hanyalah mengenai keterangan nasabah penyimpan dan 

simpanannya, tidak termasuk keterangan mengenai nasabah peminjam dana. Keterangan 

mengenai nasabah peminjam dana tidak lagi merupakan hal yang hams dijaga 

kerahasiaannya untuk mengindari kemgian pada pihak bank yang disebabkan oleh 

debitur yang tidak bertanggung jawab atas dana pinjamannya. Hal ini menjawab aspirasi 

bank yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengungkapkan siapa orang dibalik 

penyebab kredit macet pada bank mengingat pada undang-undang perbankan 

sebelumnya keterangan mengenai nasabah peminjam dana hams dijaga kerahasiaannya.

Rahasia bank merupakan salah satu unsur yang hams dimiliki setiap bank 

s^agai lembaga kepercayaan masyarakat. Setiap nasabah memiliki hak agar
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kerahasiaan data pribadinya tidak diketahui oleh pihak lain. Namun tidak seluruh aspek 

ditatausahakan oleh bank mempakan hal-hal yang dirahasiakan. Pengendalian atas 

kerahasiaan infonnaai ini hams dijaga kelat oleh pihak Bank dan pelaksanaannya diatur 

oleh Undang-Undang.

yang

3. Prosedur Pembukaan Rahasia Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PB1/2000 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia 

Bank, maka prosedur pembukaan rahasia bank adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan rahasia bank berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu.
I

; i

a. Atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, Pimpinan Bank Indonesia 

memberi perintah tertulis kepada bank agar memberi keterangan dan bukti-

;i

i
■

'

bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu i

-
>:■

kepada pejabat pajak. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama pejabat 

pajak, nama nasabah penyimpan wajib pajak yang diperlukan keterangannya,
i •>■

y
: !

nama kantor bank tempat nasabah menyimpan uangnya, keterangan yang

diminta, dan alasan diperlukannya keterangan. Permintaan ini harus

dibubuhi tandatangan basah oleh Menteri Keuangan; 

b. Atas permintaan tertulils dari Kepala Bad an Urusan Piutang dan

Negara/Ketua Panitia Urusan piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia

memberikan izin tertulis kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari 

bank mengenai simpanan nasabah debitur. Izin tersebut harus menyebutkan

:

I,i
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nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia 

Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan 

alasan diperlukannya keterangan. Permintaan ini harus dibubuhi tandatangan 

basah oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia

Urusan Piutang Negara;

c. Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa

Agung, atau Ketua Mahkamah Agung, Pimpinan Bank Indonesia

memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim, untuk memperoleh 

keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada

bank. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi,

jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, nama kantor bank tempat

tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan, keterangan yang diminta,

alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang

bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Permintaan ini harus

dibubuhi tandatangan basah oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala

Kepolisian Republik Indonesia, atau Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia;

d. Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi

bank yang bersangkutan dapat menginfomasikan kepada Pengadilan tentang

keadaan keuangan serta keterangan lain yang relevan dari nasabah yang

bersangkutan. Pembukaan rahasia bank ini dapat dilakukan tanpa harus

memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia;
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e. Dalam rangka tukar menukar informasi an tar bank, direksi bank dapat 

memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain, sesuai 

prosedur yang ditentukan oleh Bank Indonesia,

f. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang 

dibuat secara tertulis, pembukaan rahasia bank dapat dilakukan tanpa hams

memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia; 

g. Berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang 

telah meninggal dunia, tanpa hams memperolah izin tertulis dari Bank

Indonesia.

2. Permintaan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan,

penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Umsan Piutang

dan Lelang Negara/Panitia Umsan Piutang Negara, dan kepentingan peradilan

perkara pidana, ditujukan kepada:

Gubemur Bank Indonesia,

Up. Direktorat Hukum Bank Indonesia

Gedung Tipikal Lantai 10

Jl. MH. Thamrin No. 2

Jakarta 10110

3. Pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dilaksanakan oleh 

Gubemur Bank Indonesia atau Deputi Gubemur Senior atau salah satu Deputi

Gubemur, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat

perintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.
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4. Penolakan untuk memberikan perintah atau izin membuka rahasia bank oleh 

Gubemur Bank Indonesia atau Deputi Gubemur Senior atau salah satu Deputi 

Gubemur, harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat 

belas) hari setelah surat permintaan diterima.

C. Rahasia Bank dan Kewajiban Pajak

Rahasia bank dan kewajiban pajak merupakan tinjauan dari dua sudut pandang 

kepentingan yang berbeda. Daiam rahasia bank ada dua macam pemenuhan 

kepentingan:

- bank untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya menjaga kerahasian seluruh data 

nasabah tersebut karena esensi dari jasa yang dijual oleh bank termasuk menjaga

kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepadanya untuk mengetahui secara

terperinci seluruh data terutama data keuangan. Kerahasiaan informasi nasabah

merupakan salah satu kunci untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat

terhadap perbankan.

- nasabah yaitu menyangkut haknya agar data-data yang dianggap bersifat rahasia 

olehnya tetap dijaga kerahasiaannya oleh bank.

Sementara disisi Iain bila menilik kewajiban pajak maka hanya ada satu 

kepentingan yang seharusnya dipenuhi. Kepentingan ini merupakan kepentingan negara 

untuk memeratakan hasil pembangunan, mewujudkan cita-cita nasional, menghimpun 

anggaran untuk belanja negara setiap tahunnya. Kewajiban pajak mutlak, tidak bisa 

dihindari oleh subjek hukum mana pun. Pemenuhan kepentingan membayar pajak
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adalah demi kepentingan umum. Bahkan untuk pajak, alat paksa 

Undang Dasar.

Rahasia bank bila be.inggungan dengan kewajiban pajak menjadi tidak berlaku.

negara yaitu Undang-

Data yang pada mulanya merupakan data/informasi yang wajib dirahasiakan menjadi

data/informasi yang wajib dibuka untuk kepentingan perpajakan. Sehingga dua 

kepentingan dalam rahasia bank (kepentingan bank dan kepentingan nasabah) tidak bisa

dipertahankan. Rahasia bank yang dibuka untuk kepentingan perpajakan adalah untuk 

kepentingan umum, bukan untuk memenuhi kepentingan nasabah ataupun kepentingan

bank.

1
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BAB 4

KETERBUKAAN DATA NASABAH BANK UNTUK 
KEPENTINGAN PERPAJAKAN

A. Unsur Kerahasiaan Data Nasabah Hilang, Dasar Hukum dan Sanksi terhadap

Pelanggarnya

Momentum reformasi terus berlanjut di segala bidang. Pemerintah mengusulkan 

realokasi anggaran tahun 2008 untuk bidang-bidang yang diprioritaskan mencakup 

prasarana, pendidikan dan bantuan sosial. Pemerintah juga menerbitkan serangkaian 

paket kebijakan yang mencakup kebijakan investasi, prasarana, sektor keuangan, 

perpajakan, dan bidang-bidang lainnya. Segala peraturan terkait untuk memicu arus 

pertumbuhan era reformasi dirancang untuk meningkatkan transparansi/keterbukaan. 

Kebutuhan akan informasi menjadi salah satu sorotan paling penting setelah dalam 

kurun waktu yang sangat lama pemerintah cenderung bersikap tertutup atas segala 

informasi. Salah satu peraturan yang mengalami perubahan signifikan dan ditinjau 

secara berkelanjutan adalah Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang 

Perbankan. Keduanya saling memiliki keterkaitan terutama dalam hal menghindari 

kekhawatiran usaha sewenang-wenang, ketidakjujuran wajib pajak memenuhi 

kewajiban pajaknya, penggelapan uang (money loundring), dan tindak kejahatan serta 

pelanggaran lainnya sehubungan dengan transparansi informasi data orang pribadi atau 

badan sebagai nasabah bank maupun sebagai wajib pajak.

Undang-Undang Perbankan yang merupakan revisi dari Undang-Undang 

Perbankan lama itu pada dasamya merubah penyehatan sistem perbankan

!

;i
;l
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keseluruhan, misalnya peningkatan fungsi social control terhadap institusi perbankan, 

periindungan nasabah, pembinaan dan pengawasan perbankan, serta issue-issue lainnya. 

Konkritnya dalam Undang-Undang Perbankan dibentuk pengertian, jenis kegiatan 

usaha, syarat dan prosedur, serta institusi barn untuk penunjang kegiatan usaha 

perbankan. Salah satu contohnya adalah pengertian baru mengenai rahasia bank. 

Perubahan ini dihubungkan dengan upaya peningkatan social control terhadap lembaga

perbankan.

Data-data yang harus dijaga kerahasiannya bila bersinggungan dengan 

kepentingan umum seperti perpajakan dapat dikecualikan sifat kerahasiaannya.Data- 

data yang dimaksud bukan saja menyangkut simpanan nasabah tetapi juga menyangkut 

identitas nasabah penyimpan dan simpanannya tersebut. Dengan kata lain, semua data 

baik itu menyangkut identitas nasabah penyimpan, simpanannya, maupun informasi

I
i

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan nasabah bukan i
f

merupakan rahasia bank lagi.

Unsur kerahasiaan dalam konteks rahasia bank ini khususnya untuk kepentingan

perpajakan menjadi hilang. Selain merujuk kepada Undang-Undang Perbankan, penulis

juga meninjau dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang baru 

Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU KUP38, Direktur Jenderal

Pajak bersama-sama dengan Menteri Keuangan dalam hal menjalankan ketentuan

“ Pasal 35 UU KUP
(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan diperlukan 
keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau 
pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, 
pcnagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dan 
Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, 
“ntuk kcpcrluanpcmcriksaan, pcnagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 
kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas 
P^intaan tertulis dari Menteri Keuangan.
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peraturan perundang-undangan perpajakan memerlukan keterangan atau bukti dari 

bank, akuntan publik, notans, konsultan pajak, kantor administrasi dan/atau pihak 

ketiga lainnya wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tersebut. Khusus 

untuk bank yang terikat pada kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan atas permintaan 

tertulis dari Menteri Keuangan. Permintaan tertuiis Menteri Keuangan ditujukan kepada 

pimpinan Bank Indonesia tujuannya agar Bank Indonesia dapat mengeluarkan perintah 

kepada bank untuk memberikan keterangan atau bukti yang diminta kepada pejabat 

bank. Kemudian dalam Pasal 35A UU KUP yang sebelumnya belum diatur dalam UU 

KUP sebelumnya, dipertegas lagi mengenai akses data. Dapat dikatakan pasal ini dibuat 

untuk lebih menjamin keleluasaan para pejabat pajak dalam melaksanakan tugasnya 

memperoleh data dan informasi tentang wajib pajak.

Disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain 

wajib memberikan data dan informasi yaitu data dan informasi orang pribadi atau badan 

yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau 

kekayaan yang bersangkutan termasuk informasi mengenai data nasabah debitur, data 

transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit serta laporan keuangan dan/atau 

laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat 

Jenderal Pajak. Bila data dan informasi dirasa belum cukup maka Direktur Jenderal 

Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan 

sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Kedua pasal ini merupakan senjata paling ampuh 

saat ini bagi para pejabat pajak untuk mcngungkap sebanyak-banyaknya data dan 

informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan wajib pajaknya.

?

►

y.
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Tidak tanggung-tanggung, terhadap pihak ketiga baik itu orang pribadi dan/atau 

badan yang dengan sengaja tidak memberikan, menghalang-halangi atau mempersulit, 

pejabat pajak memperoleh informasi dan data yang diminta dikenai sanksi 

dengan ketentuan pasal 41 A, 4IB, dan 41C. Berikut rinciannya:

i. sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyan Rp.25.000.000,- 

(dua puluh lima juta rupiah)

ii. sengaja menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, berkenaan juga 

dengan keterangan dan bukti, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta 

rupiah)

iii. sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaiman dimaksud pasal 35A ayat (1) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama l(satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

iv. sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 

dimaksud pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 

(sepuluh) bulan atau denda paling banya Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta 

rupiah)

v. sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak 

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

sesuai

'

>

%
r.•-
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Untuk peiaksanaan pengaturan pasal tersebut diatas Menteri Keuangan telah 

jnengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007. Beberapa Poin 

Utama Peraturan Menteri Keuangan ini adalah :

1. Dirjen Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga terkait 

dengan data wajib pajak. Pihak ketiga itu meliputi: bank, akuntan publik, 

notaris, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok dan pihak ketiga lain yang 

punya hubungan dengan wajib pajak, pekerjaan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas seorang wajib pajak.

2. Semua data rahasia, boleh dibuka untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan 

bukti permulaan, dan penyidikan bidang perpajakan, dan penagihan pajak. 

Khusus untuk perbankan, syaratnya hanya dengan adanya permintaan tertulis 

dari Menteri Keuangan kepada Gubemur Bank Indonesia.

3. Bila permintaan tertulis dari Diijen Pajak atau penyidik pajak, dan izin dari 

Gubemur BI untuk perbankan, maka bank wajib memberikan keterangan paling 

lambat tujuh hari sejak menerima surat. Lebih dari tujuh hari Diijen Pajak akan 

memberi surat peringatan. Jika tidak juga memberikan keterangan yang diminta, 

bank dapat terkena sanksi kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal 

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menurut Hendrawijana, seorang konsultan pajak, Peraturan Menteri Keuangan tersebut 

diatas sebetulnya biasa-biasa saja, selama ini, konsultan semacam dirinya juga telah

8
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wajjb memberikan keterangan Ditjen Pajak dan Menkeu, jika mereka memang 

39memintanya .

Hilangnya unsur kerahasiaan bukannya tidak berdasar. Pemerintah melalui 

pembaharuan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksananya berusaha 

menjembatani berbagai benturan kepentingan. Nasabah sebagai pribadi yang 

menginginkan data dan informasi mengenai dirinya dapat dijaga oleh bank. Bank 

sebagai lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan para 

nasabahnya sangat berkepentingan untuk menjaga agar kadar kepercayaan masyarakat 

tetap terpelihara dengan baik. Sedangkan pejabat pajak dalam rangka pengawasan 

kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan para wajib pajak memerlukan akses 

mendapatkan informasi, keterangan dan bukti terutama bank.

Nasabah sebagai pengguna jasa bank semestinya tidak perlu khawatir terhadap 

pembaharuan peraturan mengenai rah as i a bank ini, karena semua sistematika 

pembukaan sampai dengan prosedur pembukaan atas kerahasiaan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang meminimalisir teijadinya penyalahgunaan yang 

menimbulkan kerugian kepada nasabah pengguna jasa bank. Para nasabah yang data- 

datanya harus dibuka untuk kepentingan perpajakan dan sudah memenuhi kewajiban 

pajaknya benar tanpa penyelewengan tidak akan diganggu oleh pejabat pajak. Aturan ini 

hanya membuat para nasabah bank yang memang tidak memenuhi kewajiban pajaknya 

dan melakukan penyelewengan terhadap kewajiban pajaknya. Tujuan utama pengaturan 

ini adalah untuk menjaring para wajib pajak nakal, jadi sama sekali tidak bertentangan 

dengan privasi pihak manapun.

I
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J9 * •Uji Agung Sentosa, Bank Masih Menunggu Petunjuk Bank Indonesia, didownload tanggal 25 Februan 
^008, ilSD://w\vw.pajfllc2000.com/news print.php?id”2595.
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I

i

B. Tanggong Jawab Bank kepada Nasabah yang Wajib dibnka Data-Datanya

Bila diperhatikan pengaturan mengenai rahasia bank di berbagai negara, maka 

terdapat penggolongan pengaturan sebagai berikut:

• Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana, dalam arti rahasia 

bank sebagai kewajiban publik, sebagaimana banyak dianut oleh 

menggunakan sistem hukum kodifikasi.

• Yang memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan perdata, dalam arti rahasia 

bank sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual, sebagaimana 

banyak dianut oleh sebagian besar negara yang menggunakan sistem Common

negara yang

i
'

f I
:Law.

•i1'• Yang memasukkan sebagian pengaturan rahasia bank sebagai ketentuan pidana,

namun di sebagian lain sebagai ketentuan perdata (kombinasi/campuran), '

sebagaimana dianut oleh negara Amerika Serikat. o

Menurut penggolongan tersebut, UU Perbankan lama (UUP/1992) digolongkan yang

memasukkan rahasia bank sebagai ketentuan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam 

keterangan Sutan Remy Sjahdeini sebagai berikut40:
ii
!■

i
"... ketentuan atau kewajiban rahasia bank..., di Indonesia ditentukan sebagai 
ketentuan pidana oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sedang dalam UU Perbankan yang sekarang berlaku (UUP/1998) sebagaimana dapat

dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 47 UUP/1998, hanya memasukkan

i

i

!

■i i40 Peri Umar Farouk, Pengaturan Rahasia Bank, didownload tanggal 28 Februari 2008, 
hSMin!lu&m.wikidot.com/artikel:010.
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Icewajiban menjaga keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya 

sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Sedangkan keterangan mengenai Nasabah 

Debitur, secara letterlijk dikecualikan sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Hal ini 

bisa dilihat dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) paragraf ke-2 UU Perbankan yang berbunyi 

sebagai berikut:

“Keterangan mengenai Nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan 
merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank ”

Ketentuan ini mengalami perubahan obyek rahasia bank yang semula segala keterangan 

yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah 

merupakan rahasia bank menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

:.

I !

!!
■'!

Meskipun keterangan mengenai Nasabah Debitur tidak diatur secara tegas dalam 

UU Perbankan yang berlaku sekarang sebagai rahasia bank namun perubahan ini hanya 

merupakan satu bentuk apa yang dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai 

depenalisasi. Depenalisasi di sini mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang semula 

diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan, akan tetapi masih 

dimungkinkan adanya tuntutan dengan earn lain, misalnya dengan melalui hukum 

perdata atau hukum administrasi. Artinya bahwa pengungkapan keterangan mengenai 

Nasabah Debitur yang dalam UUP/1992 ditentukan sebagai perbuatan yang diancam 

dengan pidana, dengan UUP/1998 ini dihilangkan ancaman pidananya, akan tetapi tidak 

roenghilangkan sama sekali kemungkinan untuk dituntut secara perdata maupun 

administratif. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tidak masuknya lagi keterangan 

•mengenai Nasabah Debitur menjadi keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank dan

*
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pihak Terafiliasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 UUP/1998, 

menghilangkan sifat wajib dirahasiakannya keterangan tersebut,

bukan

namun hanya

mengalihkan kewajiban tersebut yang tadinya merupakan kewajiban yang bersifat 

pidana (tennasuk ketentuan yang bersifat publik) menjadi kewajiban yang bersifat

perdata.

Beberapa alasan mengapa kewajiban merahasiakan keterangan mengenai data 

nasabah debitur merupakan kewajiban yang bersifat perdata begitu pula pengungkapan 

keterangan mengenai nasabah debitur dapat dituntut secara perdata adalah :

a. Pertama, hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan fiduciary 

relation dan confidential relation, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan 

hubungan keduanya merupakan moral obligation (kepatutan). Sejalan dengan 

hal tersebut dapat dikutip pemyataan M. Sholehuddin dalam bukunya yang 

beijudul ‘Tindak Pidana Perbankan’ sebagai berikut41:

;

!
;

M

i

i
;> )

“Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi 
dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang dilandasi oleh asas 
kerahasiaan (konfidensialitas). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank 
dengan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur adalah 
hubungan kerahasiaan (confidential relation).”

Khususnya di bidang kredit, dapat ditambahkan pula di sini pendapat Sutan 

Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa42:

“Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar 
kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit 
tersebut, maka juga hubungan antara bank dan nasabah debitur, yaitu hubungan 
peijanjian kredit, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur 
dan debitur tetapi juga hubungan kepercayaan (fiduciary relation).
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41 Ibid 1;,
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b. Kedua, hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah Debitur adalah 

beidasarkan perjanjian yang diadakan antara Bank dengan Nasabah Debitur. 

Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank 

dengan Nasabah Debitur mengandung syarat yang tersirat bahwa Bank dianggap 

mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah 

Debitur.

c. Ketiga, adanya kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar 

hukum oleh Nasabah Debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan 

mengenai Nasabah Debitur dipandang oleh Nasabah Debitur merugikan dirinya. 

Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata43

d. Di samping dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum, Bank juga 

dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni 

pengungkapan keterangan mengenai nasabah Debitur dapat dipersangkakan 

sebagai kejahatan rahasia jabatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 

KUHP44.

Dari dasar-dasar dan alasan sebagaimana dibahas di muka, maka keterangan mengenai 

Nasabah Debitur juga merupakan keterangan yang harus dirahasiakan, dimana 

kewajibannya timbul dari hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur. 

Pengungkap kerahasian data haruslah memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu pula
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43 Pasal 1365 KUHPerdata
“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
J^rena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 322 KUHP
1. Barangsiapa dengan sengaja mcmbuka rahasia yang wajib disimpannya karcna jabatan 

pencsriannya* b^ik yang sekarang manpun yang dahulu» diancam dengan pidana peryara paling 
lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas 
pengaduan orang itu.
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yang disepakati antara Nasabah Debitur dan bank. Dengan demikian keterangan 

niengenai Nasabah Debitur bukaniah keterangan yang terbuka bagi siapa saja dan untuk 

kepentingan apapun, sehingga terdapat syarat dan kondisi yang membatasi bank untuk 

memberikan keterangan mengenai Nasabah Debitur dan Pinjamannya.

Dan putusan Toumier’s Case yakni putusan perkara Toumier v. National 

Provincial and Union Bank of England, 1924 dapat diklasifikasikan bahwa Bank berhak 

untuk mengungkapkan keterangan mengenai nasabahnya bi lam ana memenuhi salah satu 

dari empat syarat/kondisi sebagai berikut:

1. Where disclosure is under compulsion by law.

2. Where there is a duty to the public to disclose.

3. Where the interest of the bank require disclosure.

4. Where the disclosure is made with the express or implied consent of the

!
!

J

customer.

Maksud dari syarat yang pertama adalah bahwa pengungkapan keterangan mengenai 

data nasabah diharuskan oleh hukum. Contohnya dalam hal pemeriksaan pengadilan 

atau untuk kepentingan penyidikan. Dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang 

perbankan (UUP/1998) pasal 40 berlaku pengecualian untuk kerahasian data nasabah 

termasuk untuk kepentingan perpajakan. Dari sini tanggung jawab bank yang semula 

wajib merahasiakan menjadi berubah menjadi wajib memberikan keterangan atau 

pengungkapan terhadap data nasabah. Pengharusan pengungkapan atau keterbukaan 

data nasabah adalah sesuai dengan hukum.

Kemudian syarat kedua adalah bahwa pengungkapan keterangan mengenai data 

nasabah diharuskan apabila berhadapan dengan kepentingan publik. Contohnya dalam
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mengungkap dugaan teijadinya penyelewengan kredit ataupun kejahatan lainnya yang 

berindikasi menimbulkan kerugian negara. Dalam bidang perpajakan tentunya nasabah 

^ yang sedang diperiksa kewajiban perpajakannya oleh pejabat pajak memenuhi 

juga syarat kedua ini. Karena pemeriksaan data nasabah ini bersinggungan dengan 

kepentingan publik (kepentinagn perpajakan merupakan kepentingan publik). 

Kewajiban merahasiakan bank juga menjadi tidak ada.

Syarat yang ketiga adalah apabila pengungkapan tersebut dikehendaki demi 

kepentingan bank bersangkutan. Misalnya bank demi kepentingan sendiri dapat 

mengungkapkan kepada pengadilan dalam pemeriksaan sengketa antara bank dengan 

seorang penjamin (guarantor) Nasabah Debitur.

Syarat yang keempat adalah pengungkapan tersebut adalah atas permintaan nasabah dan 

nasabah tersebut memberikan persetujuannya untuk pengungkapan data. Misalnya 

dalam hal Nasabah memberikan referensi-referensi bank kepada pihak lain, atau 

Nasabah memberikan kewenangan kepada bank untuk mengungkapkan urusan- 

urusannya dalam rangka membantu akuntannya.

Bila ditelaah dari keempat syarat putusan Toumier’s Case diatas maka tanggung 

jawab bank kepada nasabahnya yang tadinya wajib merahasiakan data nasabahnya 

menjadi wajib untuk mengungkapkan dan membuka data nasabahnya, maka 

kepentingan perpajakan menyangkut pembukaan data nasabah sudah memenuhi dua 

syarat dari keempat syarat di atas yaitu hukum mengharuskan dan berhadapan dengan 

kepentingan publik. Salah satu syarat terpenuhi pun bank berhak mengungkapkan 

kcterangan mengenai data nasabahnya apalagi sudah dua syarat terpenuhi.
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C. Ketentuan Rahasia Bank dalam Mendukung Kepentingan Perpajakan

Sistem yang kita anut dalam pernungutan pajak adalah sistem self assessment 

diniana para wajib pajak diperbolehkan menghitung dan melaporkan sendiri besamya 

pajak yang harus disetorkan. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak p 

wajib pajak harus dilakukan secara berkelanjutan dan melalui prosedural dan kebijakan 

yang baik pula. Salah satu cara yang dilakukan melaui prosedrual dan kebijakan yang 

baik pula. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membangun 

bank data perpajakan nasional. Kunci keberhasilan dalam memobilisasi dana perpajakan 

bukan hanya digantungkan pada kebijakannya melainkan kemampuan memaksakan 

ketentuan perpajakan. Menurut Alex Radia, sumber daya implementasi kebijakan pajak 

yang terutama adalah personel dan informasi/data.45

Rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban pajak seperti 

membayar pajak menjadi gambaran umum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa 

kondisi dan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak terdaflar masih rendah bila dibandingkan dengan potensi 

yang ada.

2. Kepatuhan wajib pajak masih rendah tercermin dan pelaksanaan kewajiban 

perpajakannya, indikatomya adalah penyampaian SPT yang masih rendah.

3. Realisai penerimaan pajak setiap tahun belum menunjukan tingkat optimal.

Hal menjadi tantangan terbesar adalah merubah cara pandang masyarakat terhadap 

kewajiban membayar pajak. Pandangan masyarakat selama ini adalah bahwa pajak
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Berdasarkan UU45 Libcrti Pandiangan (2008), Modemisasi dart Reformasi Pelayamn Perpajakan 
Terbaru, PT^lex Media Komputindo, Jakarta
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h
dianggap sebagai beban kuantitatif. Harus pergeseran pandangan sehingga pandangan 

berubah sebagai kewajiban partisipatif warga tanpa terkecuali kepada negara.

Dengan rendahnya kesadaran masyarakat dan sistem self assessment yang kita 

anut dalam pemungutan pajak di negara kita maka yang secara nyata dan tegas bisa 

membuat masyarakat memnuhi kewajibannya adalah dengan perubahan peraturan 

perundang-undangan pajak sebagaimana telah dilakukan pemerintah sekarang. Peran 

serta para pejabat pajak dalam meningkatkan kineija dan pengawasannya terhadap para 

wajib pajak karena tidak semua wajib pajak melaporkan kekayaan secara jujur. 

Pengaturan keterbukaan informas i/data dan akses mendapatkan data/informasi yang 

dibutuhkan oleh pejabat pajak dalam UU KUP yang baru sangat membantu pejabat 

pajak dalam melaksanakan tugasnya khusunya akses untuk membuka data nasabah bank 

yang merupakan rahasia bank. Namun hal ini sampai dirasa oleh penulis kurang 

membantu karena harus melalui beberapa prosedur pembukaan terlebih dahulu. 

Kesannya pemberian keterbukaan ini masih tanggung-tanggung.

Ada baiknya prosedur ini dihilangkan saja, bukan berarti dengan hilangnya 

prosuder ini membuat para pejabat pajak bisa bersikap sewenang-wenang dan menjadi 

menyalahgunakan informasi/data yang mereka dapat. Justru UU KUP maupun 

Perbankan dan KUHPerdata sudah menegaskan sanksi-sanksi apa saja yang dapat 

dikenakan bila informasi/data yang mereka dapat disalahgunakan.
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

1. Semua data nasabah baik itu menyangkut simpanan, nasabah simpanan maupun 

nasabah debitur, dan/atau segala keterangan, informasi serta bukti mengenai 
keadaan keuangan nasabah yang termasuk dalam data rahasia bank apabila 

terkait dengan pemenuhan kepentingan perpajakan wajib dibuka kepada pejabat 
pajak tanpa pengecualian apapun berdasar pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku yaitu itu Undang-Undang Perbankan khususnya Pasal 
40, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan khususnya Pasal 35 dan Pasal 
35A serta berbagai peraturan pelaksananya seperti Peraturan Menteri Keuangan, 
Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Sanksi terhadap 

setiap orang dan/atau badan termasuk bank yang sengaja tidak memberikan, 
menghalang-halangi atau mempersulit kegiatan pemeriksaan pejabat pajak untuk 

memperoleh data, informasi serta keterangan guna pemenuhan kepentingan 

perpajakan dikenakan sanksi tegas berupa pidana kurungan dan denda sesuai 
dengan Pasal 41 A, Pasal 41B dan 41C Undang-Undang Ketentuan Umum 

Perpajakan.

2. Tanggung jawab bank terhadap nasabahnya bila ditinjau melalu Undang-Undang 

Perbankan dapat berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. 
Tanggung jawab bank sebagai lembaga yang memprioritaskan kepercayaan 

dalam menjaga kerahasiaan data nasabahnya berubah menjadi kewajiban untuk 

mengungkapkan kerahasiaan data tersebut kepada pejabat pajak ketika 

berhadapan dengan kepentingan perpajakan. Tanggung jawab bank untuk 

menjaga privasi dalam konteks hukum privat terhadap nasabahnya menjadi 

dikesampingkan untuk kepentingan perpajakan yang bersifat publik.

3. Perubahan dan pembaharuan peraturan berkenaan dengan ketentuan rahasia 

bank sckarang ini lebih mengutamakan transparansi dan tidak kaku guna
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mendorong fungsi social kontrol terhadap lembaga 

memfasilitasi kebutuhan Direktur Jenderal Pajak bersama-sama dengan pejabat 
pajak lamnya dan Menteri Keuangan untuk memperoleh data dan informasi guna 

meningkatkan pendapatan negara melalui pajak sekaligus 

kepatuhan pelaksana kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi 
sistem self assessment dalam pemungutan pajak di negara kita.

perbankan serta
!;lr

pengawasan 

penerapan

li

;

B. Saran

1, Peraturan pelaksana untuk melaksanakan Undang-Undang Ketentuan Umum 

Perpajakan perlu secepatnya dibuat agar pelaksanaannya benar-benar dalam 

koridor hukum, sampai saat ini barn ada beberapa peraturan pelaksana saja. Bila 

dimungkinkan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan membuat kesepakatan 

bersama dan sating bekerja sama baik dalam hal membuat pengaturan maupun 

teknis dilapangan agar informasi dan data yang diinginkan para pejabat pejabat 
untuk kepentingan perpajakan lebih mudah lagi diperoleh. Pimpinan Bank 

Indonesia dalam hal ini berperan sangat penting karena prosedur pembukaan 

data nasabah yang termasuk rahasia bank harus mendapat ijin tertulisnya.

2. Ketakutan para pebisnis yang menjadi bagian dari nasabah bank dapat 
diminimalisir secara perlahan dengan pemahaman bahwa membayar kewajiban 

pajak bukan perampasan negara terhadap rakyatnya melainkan salah satu cara 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. 

Jadi Dirjen Pajak serta pejabat pajak sangat diharapkan dapat merubah image 

buruk yang selama ini melekat pada Direktorat Jenderal Pajak.

3. Jika memungkinkan untuk masa yang akan datang pembukaan data nasabah 

yang termasuk rahasia bank ini bila berhadapan dengan kepentingan perpajakan 

tidak perlu lagi meminta ijin kepada Bank Indonesia karena transparansi 

data/informasi untuk para pejabat pajak tidak akan merugikan pihak manap
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan 
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih 
memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di 
bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam 
ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan 
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang

; 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- 
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN 
TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Undang-Undang:

Mengingat
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penjelasan
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2007 

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UMUM

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi 
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang 
ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban 
perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang- 
undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan 
telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

2. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, 
disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih 
memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan 
kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang 
teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain 
itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme 
aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan 
meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

3. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang 
sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan 
tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan 
dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib 
Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya dengan lebih baik.

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan 
kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai 
berikut:
a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung 

penerimaan negara;
b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna 

meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap 
mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;

c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta 
perkembangan di bidang teknologi informasi;

d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan 

konsisten; dan
g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.
Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan 
meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.
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wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat 
kegiatan usaha dilakukan.
Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang 
rnempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor 
Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 
dilakukan.
Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan 
untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya 
juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.
Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)
Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat 
Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), 
sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu 
Wajib Pajak orang pribadi yang rnempunyai tempat usaha tersebardi 
beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang rnempunyai 
toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan 
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Ayat (4)
Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan 
usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat 
dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau 
Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak.

I

i

!
Ayat (4a)

Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara 
jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan 
subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. 
Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari 
pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun 
Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk 
mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

I
!

j

{

Pajak dan/atau
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dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan.

Bag| pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
disetorekannyaUn9jaWabkan Pajak yan9 dipoton9 atau diPun9ut dan

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah 
mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau 
dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai 
dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan. perundang-undangan perpajakan.
Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas 
dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam

perundang-undangan
perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya;

b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan 
dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan; dan

c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak 
dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan.

peraturan

• > I

ketentuanpenerapan peraturan

;l

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan 
jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau 
pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (1b)
iCukup jelas. !•

Ayat (2) ISDalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada 
Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor- 
kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang 
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah 
terjangkau oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat 
mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan 
mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh 
formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur 
Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada 
Wajib Pajak.

Ayat(3)
Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak 
untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya.

;»

y Waj^ib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha

aeCimenyPaampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat

M
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pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan 
kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib 
Pajak orang pribadi.
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang 
wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan iaba rugi serta 
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang- 
kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak 
Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah 
kekurangan atau kelebihan pajak.

Ayat (7)
Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya 
adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat 
Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib 
Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran 
yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan 
dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, 
Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. 
Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah 
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan 
Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat 
Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak 
melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, 
Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Ayat (7a)
Cukup jelas.

Ayat (8)
jPada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan 
efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat 
menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari 
kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib 
Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di 
bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan 
tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5
Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (4a)Yanq dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib 
Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing
Wajib Pajak.
Contoh:
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^dtirHakSUd1d,en9an daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 
Pajak bagia^^Tah Saapterutan^nya Paia*< atau berakhirnya Masa 

dimaksud dalam Pasa! 13 ayat (1).
atau Tahun Pajak, sebagaimana

Ayat (2)
Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan 
kemauan sendiri Tahunan atas

membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang 
eru ang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi 
berubah dari jumlah semula.
Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan 
tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan.
Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, 
dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud 
dengan 1 (satu) bulan" adalah jumlah hari dalam bulan kalender 
yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai 
dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan "bagian dari 
bulan’ adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, 
misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

■Ayat (3)
Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah 
dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan 
kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. 
Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya 
penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, 
kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib 
Pajak yang bersangkutan. it

Ayat (4)
Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan 
tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak 
baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat 
Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan 
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah 
disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan 
atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang

ketidakbenaran pengisian Suratdiperiksa. Pengungkapan 
Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan 
harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat 
diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk 
membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses 
pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai.

Ayat (5)Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dan pajak yang 
kuranq dibayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum 
laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan
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Dengan demikian penghasilan kena 
yang semula Rp50.000.000,00
(RPP2toZ00M000 -SRpfohOOP0 000*00)" me"iadi R»130 00° °°°'°°

Contoh 2: ' '
pi® .1entytmpaikan Surat Pemberitahuan 
Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:
Penghasilan Neto sebesar 
Rp300.000.000,00 
Kompensasi kerugian berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Tahun 2007 
sebesar
Rp200.ooo.oon on (.)
Penghasilan Kena Pajak sebesar 
Rp100.000.000,00 
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
2007 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 
diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal 
sebesar Rp250.000.000,00.
Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak 
akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 
menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto 
Rp300.000.000.00 
Rugi menurut ketetapan 
pajak tahun 2007 
Rp250.000.000.00 (-)
Penghasilan Kena Pajak 
50.000.000,00
Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan 
yang semula Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00
Rp200.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00 
(Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).

pajak dari Surat Pemberitahuan 
(Rp200.000.000,00

Tahunan Pajak

Rp

Angka 9
i;Pasal 9

Ayat (1)
Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 
untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) 
hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. 
Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut 
berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

. 4

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2a)
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan 
pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara
Angsuran^masa"pajak^PenghasTarTpasal^Stahun

sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 
2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Jum 
2008 Apabila pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tag.han
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tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa 
laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat 
diterbitkan surat ketetapan pajak.

Ayat (6)
Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak 
yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal 
yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan 
penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan 
Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka 
waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi 
tanpa menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian. 
Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat 
jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan 
pembetulan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak 
sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang 
menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah 
dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya 
dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:
Contoh 1:
PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:
Penghasilan Neto sebesar 
Rp200.000.000,00 
Kompensasi kerugian berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan

I
;;

Pajak Penghasilan tahun 2007 
sebesar
Rp150.000.000.00 (-)
Penghasilan Kena Pajak sebesar
50.000. 000.00
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 
diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal 
sebesar Rp70.000.000,00.
Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak 
akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 
menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Neto 
Rp200.000.000,00 
Rugi menurut ketetapan pajak 
tahun 2007
70.000. 000.00 (-)
Penghasilan Kena Pajak 
Rp130.000.000,00

Rp
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a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak 
tanggal penerbitan;

c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, 
dihitung sejak tanggal penerbitan;

d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan 
Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;

e. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan 
Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang 
melaksanakan putusan pengadilan; atau

f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya 
Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan

sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (3)
Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib 
Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap 
keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada 
Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 
1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 12 
Pasal 12

Ayat (1)
Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak 
yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi 
perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:
a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 

pihak ketiga;
b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 

pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan 
usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah; atau

c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.
Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau 
pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau 
masa pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas 
negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau
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Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) 
bulan sebagai berikut:
1 x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00.

Ayat (2b)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan 
pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan meskipun 
tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan.
Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 
12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar- 
benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.
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Angka 10
Pasal 10

I
=■

Ayat (1) :Cukup jelas. ■

!Ayat (1a)
Cukup jelas.

!Ayat (2)
Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan 
pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda 
pembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan 
pembayaran pajak dan administrasinya.

Angka 11
Pasal 11

Ayat (1)
Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih 
lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang 
terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya 
tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali 
kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut 
tidak mempunyai utang pajak.
Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi 
semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, 
kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu 
dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, 
dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban 
administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:
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mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib 
Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.
Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya 
walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan 
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat 
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini 
dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).
Teguran, antara lain, dimaksudkan untuk memberi kesempatan 
kepada Wajib Pajak yang beriktikad baik untuk menyampaikan 
alasan atau sebab-sebab tidak dapat disampaikannya Surat 
Pemberitahuan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (force 
majeur).
Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan 
di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen).
Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa 
tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah 
pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara 
jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak 
hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.
Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar 
penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak 
dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:
1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak 

lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak 
jelas;

2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka- 
angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau

3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui 
besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data 
pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap 
demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan iktikad 
baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.

Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang 
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

i

!

Ayat (2)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan 
kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e. Sanksi 
administrasi perpajakan tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar.
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berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1).
Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak 
berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua 
Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan 
suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak 
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian 
Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang 
tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

*
i
i
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Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah 
menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara 
benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak 
perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan 
Pajak.

Ayat (3)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 
yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang 
bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata 
melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan 
besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Angka 13 
Pasal 13

Ayat (1)
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal 
Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya 
terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau 
kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret 
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara 
lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan 
Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur 
Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi 
sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.
Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib 
Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak 
karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib 
Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang 
seharusnya terutang.
Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, 
dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur 
Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan 
oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa 
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana

j
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menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

Ayat (5)
Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan 
negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat 
ketetapan pajak.
Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan 
melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih 
dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak 
yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh 
penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana 
perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh 
pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan 
pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak 
yang belum dikenai pajak.
Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang 
terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana 
lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih 
dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah 
pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 13A

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar 
pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak 
dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.
Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi 
pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. 
Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan 
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar.

Angka 15 
Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan 
hukumnya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal 
penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
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Sanksi administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang 
tidak atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) 
bulan.
Walaupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan 
lebih dari 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga 
dikenakan atas kekurangan tersebut hanya untuk masa 2 (dua) 
tahun.
Contoh: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan. 
Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama 
Tahun Pajak 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan 
Surat Pemberitahuan tepat waktu.
Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung 
sebagai berikut:
1. Penghasilan Kena Pajak
2. Pajak yang terutang 

(30% x Rp100.000.000,00)
3. Kredit pajak
4. Pajak yang kurang dibayar
5. Bunga 24 bulan 

(24 x 2% x Rp20.000.000,00)
6. Jumlah pajak yang masih 

harus dibayar
Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor 
pajak yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari 
pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya Masa 
Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Rp100.000.000,00

Rp 30.000.000,00 
Rp lO.OOO.OOO.OO(-)
Rp 20.000.000,00

Rp 9.600.000,00(+)

Rp 29.600.000,00

Ayat (3)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak 
karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi 
berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus 
ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar.
Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda 
menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang 
dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan 
yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk 
jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen).

Ayat (4)
Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan 
dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self 
assessment, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat terutangnya pajak, 
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya 
Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat 
ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan 
dalam Surat
Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada 
hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah
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Angka 16 
Pasal 15

Ayat (1)
Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah 
atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil 
ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak 
yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak 
atau berakhimya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan 
koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah 
pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu 
dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya 
diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan 
ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya 
diterbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, 
tetapi bukan pemeriksaan ulang.
Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan 
penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya 
data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat 
ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat 
waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan 
hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula 
belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data baru 
termasuk data yang semula belum terungkap pada saat 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap 
yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan 
lagi.
Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan 
mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung 
besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum 
diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat 
Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam 
pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. 
Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang 
semula belum terungkap, yaitu data yang:
a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan 

beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau

i
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Ayat (3)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar; atau
b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak 

kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah 
hitung.

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut: 
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar.
Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar 
Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak 
Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu 
sebesar Rp40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 
2008 dengan penghitungan sebagai berikut:
- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan 

Pasal 25 bulan Juni 2008 
(Rp100.000.000,00—Rp40.000.000,00)

- Bunga = 3 x 2% xRp60.000.000,00 
3.600.000.00 (+)

- Jumlah yang harus dibayar

=Rp60.000.000,00
=Rp

=Rp63.600.000,00
2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 
yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah 
dilakukan penelitian temyata terdapat salah hitung yang 
menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar 
Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 
dengan penghitungan sebagai berikut:
- Kekurangan bayar Pajak 

Penghasilan
- Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 =Rp 60.000.00 (+)
- Jumlah yang harus dibayar

=Rp1.000.000,00

=Rp1.060.000,00
Ayat (4)

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun 
Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak 
tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari 
Dasar Pengenaan Pajak.
Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur 
pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang 
sama.
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari 
Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, 
sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat 
dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data 
atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak 
Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan 
kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut 
merupakan data yang semula belum terungkap.

Ayat (2)
Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata masih 
ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang 
belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas 
pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang 
dibayar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana 
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 
berupa pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan 
persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun 
jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampaui.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 16

Ayat (1)
Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka 
menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila 
terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu 
dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan 
tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib 
Pajak.
Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus 
maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau 
kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena 
kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:
a. surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar;

b. Surat Tagihan Pajak;
c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
e. Surat Keputusan Pembetulan;
f. Surat Keputusan Keberatan;
g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
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b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak 
tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan 
lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak 
memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam 
menghitung jumlah pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat 
Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, 
tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya 
dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak 
mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara 
benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari 
yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data 
yang semula belum terungkap.
Contoh:
1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan tertulis 

adanya biaya iklan Rp10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya 
biaya tersebut terdiri atas Rp5.000.000,00 biaya iklan di media 
massa dan Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau 
hadiah yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak 
mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak 
melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau 
hadiah sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara 
benar, data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau 
hadiah tersebut tergolong data yang semula belum terungkap.

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan 
disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa 
disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang 
dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk 
penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian 
tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran 
pengelompokan dimaksud, misalnya harta yang seharusnya 
termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan 
kelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok 2. 
Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan harta tersebut tidak 
dilakukan koreksi, sehingga pajak yang terutang tidak dapat 
dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data 
yang menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak 
benar, maka data tersebut termasuk data yang semula belum 
terungkap.

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang 
dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut 
oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. 
Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan 
yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan 
usahanya, seperti pengeluaran untuk kegiatan produksi, 
distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya 
tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajak 
tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha 
Kena Pajak pembeli.
Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak 
tidak mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut 
dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas 
pengkreditan Pajak Masukan tersebut oleh fiskus, sebagai

p-
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Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah 
dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, 
atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 17A

Ayat (1)
Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan
untuk:
a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan 

pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak;

b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama 
dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut 
oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang 
terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi 
dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai tersebut; atau

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 
dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas. *

Angka 20
Pasal 17B

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima secara 
lengkap" adalah Surat Pemberitahuan yang telah diisi lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil 
pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar.

Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan pemeriksaan bukti 
permulaan" adalah dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan 
bukti permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, 
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak.

Ayat (2)
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib
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Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada 
kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:
a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, 

alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, 
jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh 
tempo;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari 
penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau 
pembagian suatu bilangan; atau

c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam 
penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi 
administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun 
berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pengertian "membetulkan” pada ayat ini, antara lain, 
menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung 
pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.
Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan 
lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau 
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena 
jabatan.

Ayat (2)
Untuk memberikan kepastian hukum, permohonan pembetulan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam batas 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

Ayat (3)
I Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, tetapi Direktur 

Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib 
Pajak dianggap dikabulkan.
Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 18 
Pasal 17

Ayat (1)
Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
diterbitkan untuk:
a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada jumlah pajak yang terutang;
b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang 
dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak 
yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran 
dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai tersebut; atau

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 
dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.



pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat 
ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Ayat (5)
Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak 
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran pajak.
Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan 
tersebut diberikan contoh sebagai berikut:
1) Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak sebesar Rp80.000.000,00.

- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 

Rp100.000.000,00
b. Kredit pajak, yaitu:

- Pajak Penghasilan Pasal 22
- Pajak Penghasilan Pasal 23
- Pajak Penghasilan Pasal 25 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai 
berikut:
- Pajak Penghasilan yang 

terutang sebesar
- Kredit Pajak:
- Pajak Penghasilan Pasal 22 
20.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23 
40.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 25 
90.00Q.Q00.0Q(+)

Rp20.000.000,00 
Rp40.000.000,00 
Rp90.000.000,00

Rp100.000.000,00

Rp

Rp

R£

Rp150.000.000,00
- Jumlah Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak
- Jumlah pajak yang dapat 

dikreditkan
Pajak yang tidak/kurang 
dibayar

Sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100%
Jumlah yang masih harus dibayar

Rp 80.000.000.00M

Rp 70.000.000.00M

Rp 30.000.000,00

Rp 30.000.000.00 (+) 
Rp 60.000.000,00

2) Pajak Pertambahan Nilai
- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian 

pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp60.000.000,00.
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pajak Keluaran Rp100.000.000,00
b. Kredit pajak, yaitu Pajak 

Rp150.000.000,00
Masukan
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Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga bila batas waktu 
tersebut dilampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan 
suatu keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan. 
Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk 
kepentingan tertib administrasi perpajakan. i-

Ayat (3)
Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, 
dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 17C

Ayat (1)
Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan 
penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:
a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai
sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat 
Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat 
disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat 
Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah 
Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit 
pajak.

Ayat (2)n Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat 
Pemberitahuan adalah:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan 

Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang 
terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis 
pajak dan tidak berturut-turut; dan

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas 
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak 
berikutnya.

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah 
keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum 
melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian 
tunggakan pajak.

:

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian
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Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak 
atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau 
terlambat dibayar.
Contoh:
a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang 
diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir 
pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran 
sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. 
Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak 
dengan perhitungan sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar 
Dibayar sampai dengan jatuh 
tempo pelunasan 
Kurang dibayar 
Bunga 1 (satu) bulan 
(1 x 2% x Rp4.000.000,00)

=Rp10.000.000,00

=Rp 6.000.000.00M 
=Rp 4.000.000,00

=Rp
b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar 
Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada 
tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, 
sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar 
Dibayar setelah jatuh tempo 
pelunasan 
Kurang dibayar 
Bunga 1 (satu) bulan 
(1 x 2% xRp10.000.000,00)

80.000,00

=Rp10.000.000,00

=Rp10.000.000.00
=Rp 0,00

=Rp 200.000,00
Ayat (2)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak.
Contoh:
a. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebesar Rp1.120.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 
2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. 
Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur 
pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan 
jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administrasi 
berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut: 
angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000,00 
angsuran ke-2 : 2% x Rp896.000.00 
angsuran ke-3 : 2% x Rp672.000,00 
angsuran ke-4 : 2% x Rp448.000,00 
angsuran ke-5 : 2% x Rp224.000,00

b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai 
dengan tanggal 30 Juni 2009.
Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar 5 x 2% x 
Rp1.120.000,00 = Rp112.000,00.

= Rp22.400.00. 
= Rp17.920,00. 
= Rp13.440.00. 
= Rp 8.960,00. 
= Rp 4.480.00.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan 
sebagai berikut:
- Pajak Keluaran
- Kredit Pajak:
- Pajak Masukan
- Jumlah Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak
- Jumlah pajak yang dapat 

dikreditkan
Pajak yang kurang dibayar 
Sanksi administrasi 
kenaikan 100%
10.000.000.00W
Jumlah yang masih harus dibayar

Rp100.000.000.00

Rp150.000.000,00

Rp 60.000.000.00M

Rp 90.000.000.00(-1
Rp 10.000.000,00

Rg

Rp 20.000.000,00
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 17D

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan 
percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur 
Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5)
Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 17E
Cukup jelas.

Angka 23 
Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dihapus.

Angka 24 
Pasal 19

Ayat (1)
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a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat 
Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan 
pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara 
mengajukan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur 
Jenderal Pajak.

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan 
terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat 
merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti 
itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan 
surat ketetapan pajak tersebut.

d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak 
tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan.

Angka 28
Pasal 23

Ayat (1)
Dihapus.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dihapus.

Angka 29
Pasal 24

Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan 
besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain 
karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta 
warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses 
pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai 
subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. 
Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang 
pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Angka 30
Pasal 25

Ayat (1)
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana 
mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Direktur Jenderal Pajak.
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari 
ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau
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Angka 25 
Pasal 20

Ay at (1)
Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai 
dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan 
tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak 
tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya 
dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak 
dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung 
Pajak.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penagihan seketika dan sekaligus” adalah 
tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis 
pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 26 
Pasal 21

Ayat (1)
Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen 
yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang 
milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. 
Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak 
dilunasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 27 
Pasal 22

Ayat (1)
Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi 
kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih 
lagi.
Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat 
Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, 
keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan 
pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Ayat (2)
Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:



Ayat (7)
Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera 
dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 
Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang 
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian 
dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah 
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan 
dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak 
tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).
Contoh:
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya 
menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB 
tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan 
keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak 
mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar
Rp750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi 
administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai 
sanksi sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% x
(Rp750.000.000,00 — Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 26

Ayat (1)
Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, 
kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu 
penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan 
diterima.
Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas 
keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum 
bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
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pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan 
"suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan 
terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun 
Pajak.
Contoh:
Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 
dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 
(satu) surat keberatan tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak 
tersebut harus diajukan 2 (dua) buah surat keberatan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang menjadi dasar 
penghitungan" dimaksud adalah alasan-alasan yang jelas dan 
dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, 
atau bukti pemotongan.

Ayat (3)
Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 
(tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak 
tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak 
mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan 
surat keberatan beserta alasannya.
Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak 
dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan 
Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan 
tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh 
Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3a)
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan 
bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah 
kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada 
saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut 
harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

5 Ayat (4)
Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat 
keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak 
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ayat (5)
Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda 
terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat 
sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu 
penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat 
dimaksud.
Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat 
keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam batas waktu 
penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan 
dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat 
sebagai surat keberatan.

Ayat (6)
Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang 
kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan 
pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak 
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak 
berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.



Ayat (5c)
Cukup jelas.

Ayat (5d)
Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa 
akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak 
tersebut. Di samping Uu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini.
Contoh:
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih hams dibayar sebesar 
Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya 
menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 
Rp200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB 
tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan 
keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak 
mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah 
pajak yang masih hams dibayar menjadi sebesar
Rp750.000.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh 
Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih hams 
dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00. Dalam hal ini baik 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi 
administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 
(9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar
100%x(Rp450.000.000,00-Rp200.000.000,00)= Rp250.000.000.00.

Ayat (6)
iCukup jelas.

Angka 34
Pasal 27A

Ayat (1)
Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan 
kelebihan pembayaran pajak.

Ayat (1a)
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, 
pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau 
Surat Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian 
atau seluruhnya, seiama jumlah pajak yang masih hams dibayar 
sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau Surat 
Tagihan Pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak dalam hai Wajib Pajak mengajukan keberatan 
terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat 
ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib 
Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan 
kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu 
yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna 
menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib 
Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan 
pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 26A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib 
Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian 
keberatannya, dalam tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 
ini diatur, antara lain, Wajib Pajak dapat hadir untuk memberikan 
keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dihapus.

Ayat (4a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dihapus.

Ayat (5a)
Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan 
banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak 
menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak 
diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat 
pengajuan keberatan.

Ayat (5b)
Cukup jelas.



penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel 
kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa 
ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan 
biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi 
lain dibayar.
Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan 
penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu 
besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan 
dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh 
karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai 
stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai 
berikut.
1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode hams 

meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. 
Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan 
seluruh pembelian dan persediaan.

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak 
yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari 
penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan 
amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas 
(konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan 
dapat juga dinamakan stelsel campuran.
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Ayat (6)
Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, 
yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam 
hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya 
(metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan 
metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode 
pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat 
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode 
pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak 
sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan 
menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat 
yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.
Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan 
dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari 
kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode 
pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya 
dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan 
penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan 
tertentu.
Contoh:
Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metode penyusutan 
garis lurus atau straight line method. Jika dalam tahun 2009 Wajib 
Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan 
menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining 
balance method, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih 
dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum 
dimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan 
dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari 
perubahan tersebut.
Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat 
berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh



Ayat (2)
Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat 
Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) 
dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 
Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat 
dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
tersebut, yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan 
Wajib Pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 35 
Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam 
metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk 
mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam 
metode pembukuan misalnya dalam penerapan:
a. stelsel pengakuan penghasilan;
b. tahun buku;
c. metode penilaian persediaan; atau
d. metode penyusutan dan amortisasi.
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan 
biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya 
diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan 
penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. 
Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan 
penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian 
pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan 
metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build 
operate and transfer (BOT) dan real estat.
Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan 
atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara 
tunai.
Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai 
penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam 
suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya 
apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode 
tertentu.
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang 
pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan 
restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan
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pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera 
disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan bukut 
catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur 
mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain 
termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line 
harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, 
kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 29

Ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan 
pemeriksaan untuk:
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak; dan/atau
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau 
di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup 
pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis 
pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu 
maupun untuk tahun berjalan.
Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk 
terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut 
pajak atau pemotong pajak.
Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri 
kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan 
keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.
Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di 
antaranya:
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 1
c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto;
f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan 

Nilai;
i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan; dan/atau
k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda.
Ayat (2)



karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan 
Direktur Jenderal Pajak.
Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib 
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender.
Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang 
bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 
(enam) bulan pertama atau lebih.
Contoh:
a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah 

Tahun Pajak 2008.
b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 

adalah Tahun Pajak 2009.
Ayat (7)

Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. 
Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan 
pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 
Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya 
juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat 
dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah 
harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai 
ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas 
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah 
pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat 
dikreditkan.
Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara 
atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan 
Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang- 
undangan perpajakan menentukan lain.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau 
penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan 
bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar 
usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai 
penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang 
merupakan objek Pajak Penghasilan.
Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan 
objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Ayat (10)
Dihapus.

Ayat (11)
Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan 
secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data 
elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus 
disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu 
dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan 
mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau



Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (3b)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang 
diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, 
dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak 
dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa 
kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Angka 37
Pasal 29A

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib 
Pajak yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib 
Pajak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui 
Pemeriksaan Kantor. Dengan Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan 
menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga Wajib * 
Pajak semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan 
melalui Pemeriksaan Lapangan.
Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor dan 
jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal Pajak 
melalui Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat 
oleh Akuntan Publik.

Angka 38 
Pasal 30

Ayat (1)
Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang 
tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) 
huruf b, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa 
untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan 
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut 
dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak 
berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan 
kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan.
Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi 
kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, 
dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses 
data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan 
guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan 
pemeriksaan.
Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen 
termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda 
lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu 
memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang 
dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan 
terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak.
Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk 
memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk 
data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang



Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas 
identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki 
tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah 
Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang 
diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang 
cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam 
menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan 
jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif 
serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada 
bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib 
Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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Ayat (3)
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.
Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau 
pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara 
elektronik (electronic data processing/EDP), baik yang 
diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui 
pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses kepada petugas 
pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari 
catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas 
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki 
kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk 
memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat 
penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat 
memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan 
melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat 
tersebut.
Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain 
buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau 
keterangan lisan.
Keterangan tertulis misalnya:
a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai 

dengan aslinya;
c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.
Keterangan lisan misalnya:
a. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
b. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi 

yang bersifat khusus.



Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa 
khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan 
kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka 
menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang 
menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani 
cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum 
namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte 
pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian 
pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan 
pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Angka 41
Pasal 33

Dihapus.

Angka 42
Pasal 34

Ayat (1)
Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang 
melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan 
kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, 
antara lain:
a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan Iain-lain yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak;
b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang 

bersifat rahasia;
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan 
undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak 
yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a)
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak 
dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.
Identitas Wajib Pajak meliputi:
1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.
Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
a. penerimaan pajak secara nasional;
b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
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dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, 
dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau 
dipalsukan.
Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak 
menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, 
khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jeias.

Angka 39 
Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jeias.

Ayat (2)
Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak 
dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara 
pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban 
menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak dan memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang 
ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas waktu 
yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)
Cukup jeias.

Angka 40 
Pasal 32

Ayat (1)
Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil 
untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam 
pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, 
dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa 
yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau 
tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat (2)
Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam 
Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara 
renteng atas pembayaran pajak yang terutang.
Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan 
bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, 
tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

Ayat (3)
Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib 
Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah 
perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan 
material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan.



keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat 
pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 35A

Ayat (1)
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self 
assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan 
yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan 
pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data 
dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi 
atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, 
peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang 
bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data 
transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta 
laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang 
disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. 
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata 
cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal 
Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)
Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang 
diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak 
lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi 
yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya 
suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan 
ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

Angka 45
Pasal 36

Ayat (1)
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan 
kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak 
yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak 
memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah 
ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak.
Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas 
permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat 
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya 
karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat 
keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material 
terpenuhi.
Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat 
dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal 
Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.
Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib 
Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas



c. penerimaan pajak per jenis pajak;
d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
f. register permohonan Wajib Pajak;
g. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
h. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.

:

Ayat (3)
Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, 
penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan 
instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau 
tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada 
pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus 
dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan 
nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk 
memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari 
atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara 
terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri 
Keuangan.

Ayat (4)
Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam 
perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah 
perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan 
memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada 
pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (5)
Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan 
perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau 
perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang 
perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Angka 43
Pasal 35i

Ayat (1)
Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak 
ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor 
administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan 
dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan 
pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang 
diminta.
Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang 
dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa 
konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)
Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas 
permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah 
tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai



permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan 
pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan 
hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak 
tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai 
dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak 
tidak dapat dipertimbangkan.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (1b)
Cukup jelas.

Ayat (1c)
Cukup jelas.

Ayat (1 d)
Cukup jelas.

Ayat (1e)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 36A

Ayat (1)
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan 
meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan 
ketentuan undang-undang perpajakan, terhadap pegawai pajak 
yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang 
tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan 
kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, 
misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang 
kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah 
melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 
Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai 
pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. 
Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana 
korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak 
pidana korupsi.
Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan 
pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit 
internal Departemen Keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap 
berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam 
melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri 
sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi 
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Angka 47



Pasal 36B
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 36C

Cukup jelas.
Pasal 36D

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang 
dilakukan oleh Pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 37A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 38

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai 
sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau 
Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di 
bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan 
merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak 
pidana di bidang perpajakan.
Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya 
kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, 
tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga 
perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara.

Angka 50 
Pasal 39

Ayat (1)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat 
mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam 
penerimaan negara.
Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang 
dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau 
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau
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a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana.

(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta 
bantuan aparat penegak hukum lain.

59. Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44B
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan 
Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
permintaan.
Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah 
Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang 
dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah 
dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) 
kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang 
tidak seharusnya dikembalikan.

(1)

(2)



(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan 
informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau 
denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan 
informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada 
negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).

(4)

!
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56. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
■Pasal 43

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 
39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, 
atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta 
melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 
41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang 
menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana 
di bidang perpajakan.

57. Sebelum Pasal 44 dalam BAB IX disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, 
dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti 
permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan.
Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan 
yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri 
Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di 
lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan 
pemeriksaan bukti permulaan.
Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana 
korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut 
wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana 
Korupsi.
Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

58. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44
(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat 

dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah:



untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib 
Pajak.

Ayat (3)
Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku 
Wajib Pajak. %

Angka 53
Pasal 41A

Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi 
pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal ini.

Angka 54
Pasal 41B

Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi 
penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan 
bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana.

Angka 55
Pasal 41C

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 43

Ayat (1)
Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di 
bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib 
Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, 
Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang 
menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang 
menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 43A

Ayat (1)
Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh 
Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis 
melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat 
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, 
atau tidak ditindaklanjuti.

Ayat (2)
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menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (2)
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang 
perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di 
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya 
menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, 
dikenai pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 
2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1).

Ayat (3)
Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau 
penyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau 
tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi 
pajak dan/atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang 
tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan 
melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.

Angka 51
Pasal 39A

Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana 
administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak 
Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti 
pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau 
pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur 
pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti 
setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh 
karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau 
penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan 
pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi 
yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Angka 52 
Pasal 41

Ayat (1)
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak 
akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak 
dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam 
rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya 
sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan 
terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.
Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau 
kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan 
keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang 
dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas 
kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang 
setimpal.

Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat 
dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan 
karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati



dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali 
jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti 
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 
(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, 
bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

52. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41
Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah).
Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya 
atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan 
orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(1)

(2)

(3)

53. Ketentuan Pasal 41A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A
Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang 
diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan 
sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi 
keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

54. Ketentuan Pasal 41B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41B
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

55. Di antara Pasal 41B dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 41C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41C
Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak 
terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling 
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(1)

(2)



d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan 
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29;

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau 
tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di 
Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan 
buku, catatan, atau dokumen lain;

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen 
lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 
dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara 
program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut 
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 
(satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang 
melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum 
lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 
pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan 
tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak 
Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau 
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan 
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan 
permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau 
pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang 
dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang 
dilakukan.

51. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A
Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti 

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti 
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang 
sebenarnya; atau

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan.

48. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A
Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 
Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus 
dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang- 
Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan 
diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 
(satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan 
penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau 
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, 
kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa 
Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak 
benar atau menyatakan lebih bayar.

(1)

(2)

49. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38
Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang 
pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda 
paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling 
singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

50. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal39
(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor 
Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak;

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
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46. Ketentuan Pasal 36A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

hPasal 36A
Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja 
menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan 
ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan 
sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat 
diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang 
berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan 
apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti 
melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak 
untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum 
diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan 
kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan 
sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau 
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam 
dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya. 
Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata 
maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya 
didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

0)

(2)

(3)

(4)

(5)

47. Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni 
Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D yang berbunyi sebagai berikut:i

Pasal 36B
(1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
(2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
(3) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan 

pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak 
dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36C
Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36D
(1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar 

pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- Pasal 35A
Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, 
wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan 
perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (2).
Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang 
menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan 
negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah 
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2).

1
(1)

(2)-

45. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan 

Wajib Pajak dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 

berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; 
atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan 
pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; 

atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib 

Pajak.
(la) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 
paling banyak 2 (dua) kali.

(lb) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

(lc) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan 
atas permohonan yang diajukan.

(ld) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) 
telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu 
keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

(le) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 
dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1c).

(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), 
ayat (1 d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.



(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) adalah:
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau 

saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri 

Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat 
lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang 
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang 
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan 
bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang 
ditunjuk.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara 
pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan 
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri 
Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan 
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang 
ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan 
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata 
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

43. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35
Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari 
bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor 
administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan 
pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur 
Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan 
keterangan atau bukti yang diminta.
Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan 
pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut 
ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan 
ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak 
yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

0)

i

(2)

(3)

44. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:



hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas 
waktu yang ditentukan.

40. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal32
(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib 
Pajak diwakili dalam hal:
a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang 

ditugasi untuk melakukan pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli 

warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta 
peninggalannya; atau

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampuan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab 
secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak 
yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan 
meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam 
kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani 
tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa 
dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan 
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata 
mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan 
dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan 
perusahaan.

41. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

Pasal 33
Dihapus.

42. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain 

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya 
oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak 
untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.



L
t
\
ldipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak 

permintaan disampaikan.
Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat 
dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena 
pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat 
oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban 
untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk 
keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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37. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A
Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi 
sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar 
modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri 
Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan 
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:

Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih 
bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau 
terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko 

dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.

a.

b.

38. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal30
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan 

tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau 
tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.

(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

39. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31
Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.
Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu 
pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan 
hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak 
untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam 
batas waktu yang ditentukan.
Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak 
dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib 
menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk

(1)

(2)

(3)



Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri . 
Keuangan.

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan 
dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku 
harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai 
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya 
pajak yang terutang.

(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata 
uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak 
setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 
data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau 
penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar 
untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk 
penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai 
pajak yang bersifat final.

(10) Dihapus.
(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan 

atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan 
data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 
secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 
(sepuiuh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau 
tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat 
kedudukan Wajib Pajak badan.

(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.

!i
a

36. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus 
memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan 
Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada 
Wajib Pajak yang diperiksa.
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang 
terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan 

keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

(1)

(2)

(3)



seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak 
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat 
ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak; atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal 
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan 
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) 
dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh
permohonan Wajib Pajak.

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

35. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib 
menyelenggarakan pembukuan.
Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib 
Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung 
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan 
dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di 
Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, 
satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa

(1)

(2)

(3)

(4)



(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 
permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 
dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.

(5) Dihapus.
(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu 

pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang 
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
Putusan Banding.

(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) 
tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).

(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang 
sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah pajak 
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran 
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.

34. Ketentuan Pasal 27A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A
(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau 

permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, 
kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan 
ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak 
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali; atau

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat 
ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali.

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau
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Pasal 26
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus 
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat 
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat 
berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau 
menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus 
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi 
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan.

(1) -

(2)

(3)

(4)

(5)

32. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A
Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang 
pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan 
keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai 
keberatannya.
Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat 
diselesaikan.
Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, 
informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang 
tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan 
informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib 
Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, 
atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam 
penyelesaian keberatannya.

(1)

(2)

(3)

(4)

33. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan 
khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang 
jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan 
Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat 
Keputusan Keberatan tersebut.

(4) Dihapus.
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e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah 
pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut 
penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi 
dasar penghitungan.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal 
pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat 
ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih 
harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 
Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum 
surat keberatan disampaikan.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan 
merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk
menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat 
keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau 
melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan 
surat keberatan.

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan
keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan 
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar
pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau 
pemungutan pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu 
pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1 a).

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang 
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

=

i

31. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, 
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa 
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 
penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Paksa;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 

maupun tidak langsung;
c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau

d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

%
r
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28. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

0) Dihapus.
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) 
dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan 
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan 
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
Dihapus.

(2)

(3)

29. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal24
Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya 
penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.

30. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
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c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan 

membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau 
memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan 
yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan 
perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak 

ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a
=
-

26. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas 

barang-barang milik Penanggung Pajak.
(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak 
mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu 

penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak 
dan/atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 
dimaksud; dan/atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan 
penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi 
maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi 
untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta 
Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada 
pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan 
harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak 
tersebut.

(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah.

(5) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai 
berikut:
a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan 

secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak 
pemberitahuan Surat Paksa; atau

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau 
persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 
(lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan 
diberikan.

_

27. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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24. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat 
jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah 
pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 
untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 
sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya 
Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah 
pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan 
sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari 
saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal 
dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

25. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
(1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan 

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang 
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai 
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan 
Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang 

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan 
atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan 
yang dilakukannya di Indonesia;
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Pasal 17D
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari 
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan 
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara 
lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak 
Pertambahan Nilai.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat 
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 
pajak adalah:
a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha 

atau pekerjaan bebas;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan 
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;

c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan 
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan 
jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan 
jumlah tertentu.

Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan 
jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang 
dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100% (seratus persen).

i (1)
3
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a

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 17E
Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang 
melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean 
yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan 
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.

23. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 

serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

(2) Dihapus.
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21. Ketentuan Pasal 17C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

TPasal 17C
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari 
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap 
untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak 
permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan 
Nilai.
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau 
lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan 
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun 
berturut-turut; dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak.
Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran 
pajak.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 
pajak apabila:
a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk 

suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk 

suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) 
tahun kalender; atau

d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

22. Di antara Pasal 17C dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni 
Pasal 17D dan Pasal 17E yang berbunyi sebagai berikut:
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1 19. Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ia

Pasal 17A
(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit 
pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah 
pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

(2) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

a
-

|

1 20. Ketentuan Pasal 17B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17B
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 
selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus 
menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan 
bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi 
suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan 
setelah jangka waktu tersebut berakhir.

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat 
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib 
Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan dihitung sejak berakhimya jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak 
dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, 
tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di 
bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhimya 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan.
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pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur 

Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, 
Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan 
diterima, harus memberi keputusan atas permohonan 
pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu 
keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan.

(4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang 
menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

18. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17
Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah 
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar 
daripada jumlah pajak yang terutang.
Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, 
setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat 
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi 
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru 
ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar 
daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

(1)

(2)

(3)
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Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat 
ketetapan pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. 
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau 
huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang 
terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% 
(dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang 
ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2)-j

(3)
3
J

3

3
(4)i

(5)

(6)

16. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila 
ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah 
pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan 
dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) 
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari 
Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur 
Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan 
dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan.
Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari 
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib 
Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana 
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau 
tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada

(1)

(2)

(3)

(4)
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sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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14. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

t

Pasal 13A
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi 
isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan 
yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan 
tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak 
tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% 
(dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang 
ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Cr

£

15. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak

apabila:
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar;
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 

dan/atau bunga;
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau 
membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang- 
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, 
selain:
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan 
Nilai 1984 dan perubahannya; atau

2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b 
dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 
1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan 
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang 
eceran;

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak 
sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah 
diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.



(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya 
dikenai tarif 0% (nol persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui 
besarnya pajak yang terutang; atau

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(4a).

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya 
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar.

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan 
huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar:
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak 

atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak 

atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau 
kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau 
kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib 
Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak 
diterbitkan surat ketetapan pajak.

(5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah 
pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak 
setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya 
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.
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(satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya 
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau 
sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat 
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya 
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 
setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas 
keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 
dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian 
kelebihan.

(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.
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12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: I

Pasal 12
(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan 
pajak.

(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 
yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan.

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah 
pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur 
Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(6) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya 

pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 

lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat



Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan.

(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah 
tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua 
belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang 

terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas 
negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah 
disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang 
berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya 
serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, 
atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila 
ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
tersebut.

(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan 
Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian 
Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan 
ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
pajak tersebut.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1



b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil 
atau lebih besar;

c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil 
dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari 
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) 
dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak 
sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan 
yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat 
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak 
sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda 
dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan 
pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
melakukan tindakan pemeriksaan.
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9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu 
saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling 
lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak.

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus 
dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 
disampaikan.

(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 
pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang 
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan.

(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh 
tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan 
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan.

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 
serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,



e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha 
lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;

f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal8
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat 

Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 
belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, 
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling 
lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak 
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah 
pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian 
Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan.

(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi 
lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak 
yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran 
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum 
dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya 
ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan 
Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila 
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan 
ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai 
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak 
yang kurang dibayar.

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan 
pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan 
kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan 
tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang 
sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar 

atau lebih kecil;

:
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Msserta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung 

besarnya Penghasilan Kena Pajak.
(4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak.
(4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada 
Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak 
lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan 
dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (7) huruf b.

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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-i 6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5
!Pasal 6

Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib 
Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal 
penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak 
diberikan bukti penerimaan.
Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui 
pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.
Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian 
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan 
sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

i(1)
|

(2)

|

(3)
;

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:i

Pasal 7
(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau 
batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 
Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga 

negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di 

Indonesia;



bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang 
dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai 
bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu 
perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat 
Teguran.

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau 
dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan 
untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1);
b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri 

keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6);

c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar 
disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhimya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan 
Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau

d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur 
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan 
surat ketetapan pajak.

(7a) Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak 
wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan 
menandatanganinya.

(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani 
oleh pengurus atau direksi.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat 
kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat 
Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan 
pada Surat Pemberitahuan.

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri 
dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
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: Pasal 2A
Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu 
lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 
(tiga) bulan kalender.

I
I
j

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan 
benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang 
Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke 
kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 
atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak.
Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa 
asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 
satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang 
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.
Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau 
tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya 
mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara 
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil 
dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
akhir Tahun Pajak; atau

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 
akhir Tahun Pajak.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan 
beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan 
Masa.
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan 
pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah 
dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua)
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(1a)

(1b)

(2)

(3)

(3a)

(3b)

(3c)

(4)



tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang 
pribadi pengusaha tertentu.

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan 
apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan/atau ayat (2).

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 
(lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara 
pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh 
Direktur Jenderal Pajak apabila:
a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila 
Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif 
dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau 
penggabungan usaha;

c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan 
usahanya di Indonesia; atau

d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk 
menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak 
yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan.

(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus 
memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk 
Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk 
Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara 
lengkap.

(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan 
Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak.

(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus 
memberikan keputusan atas permohonan pencabutan 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 
(enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara 
lengkap.
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3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
2A yang berbunyi sebagai berikut:
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Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan 
Bunga.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan 
oleh Wajib Pajak.

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak.

36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas 
gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung 
atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib 
Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan 
Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang 
diberikan kepada Wajib Pajak.

40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal 
faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah 
tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan 
secara langsung.

41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, 
tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung 
adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan 
diterima secara langsung.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif 
dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak 
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 
dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat 
kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak.
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha 

selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

(D

(2)

(3)
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24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang 
pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk 
memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan 
kerja.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti 
berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan 
petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi 
suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh 
siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara.

27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang 
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya 
dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil 
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode 
Tahun Pajak tersebut.

30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan 
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
penulisan dan penghitungannya.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya.

32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat 
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan
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10. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam 
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.

11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk 
suatu Masa Pajak.

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan 
untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran 
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan 
pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda.

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan 
biaya penagihan pajak.

22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang 
terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan 
dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah 
dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan 
pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, 
dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, 
yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah 
dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang 
dikurangkan dari pajak yang terutang.



a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3566);

b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. *

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa 
pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 
berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau 
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undang ini.

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahun kalender.

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) 
Tahun Pajak.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan 
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih 
memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di 
bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam 
ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan 
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2000;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan;

a.

b.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah boborapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDCNL *A

MEMUTUSKAN:

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- 
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN 
TATA CARA PERPAJAKAN.

Menetapkan

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Um'ang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) yang tela . beberapa kali diubah dengan 
Undang-Undang:
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Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 44

Ayat (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di 
bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik 
tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)
Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik 
tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan 
penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap 
barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, 
piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, 
dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 44B

! Ayat (1)
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 
Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak 
pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum 
dilimpahkan ke pengadilan.

:

Ayat (2)
Cukup jelas.

fi
Pasal II

Cukup jelas.
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